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RINGKASAN 

Ferian Dana Pradita, 2014, Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Ketua: Dr. Imam 

Suyadi, M. Si, Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M. Si, 176 + xvi 

 Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

Pengalihan pemungutan PBB-P2 diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. 

Kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait tentang PBB-P2 meliputi  proses 

pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan 

pelayanan terkait PBB-P2. Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target 

dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun 

terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus 

untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. 

Kondisi tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi 

penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di daerahnya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitian meliputi pelaksanaan 

intensifikasi pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya 

(DPPK Kota Surabaya), Efektivitas kegiatan intensifikasi pemungutan terhadap 

realisasi target penerimaan PBB-P2, serta kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap 

PAD. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan dokumen yang 

berkaitan dengan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Surabaya yang 

didapatkan dari DPPK Kota Surabaya. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemungutan PBB-P2 yang 

dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya hanya mencakup wilayah Perkotaan, karena 

wilayah Kota Surabaya tidak terdapat wilayah perdesaan. Beberapa upaya 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan meliputi, pemeliharaan dan perbaikan 

basis data, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan objek 

pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, 

sosialisasi, dan mobil keliling. Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan 

yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup 

Efektif”. Kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada 

pada rasio 20,10 – 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan PBB 

Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria “Sedang’. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Intensifikasi, PBB-P2, PAD 
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SUMMARY 

Ferian Dana Pradita, 2014, Effectiveness Intensification to Collection of 

Tax Property of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) with The Contribution for 

Regional Real Income (PAD) of Surabaya. Adviser: Dr. Imam Suyadi, M. Si, 

Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M. Si, 176 + xvi 

The enactment of the law No. 28 of 2009 about Local Taxes and Retribution, 

makes tax collection of Tax Property of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) is under 

the authority of the Local Government. The transfer of tax collection of PBB-P2 is 

expected to be one of the regional real income (PAD) which is potential for every 

region. The authority of Local Government about the PBB-P2 includes the process 

of data collection, assessment, assignment, administrating, billing/collection and 

service related to PBB-P2. Annually the Local Government has a target in PBB-P2 

acceptance as one of the sources of revenue areas, but sometimes the realization of 

the tax revenue does not reached the target which has been set by the Local 

Government. Therefore, it needs a specific to raise the realization of the target of 

tax revenues, especially about the PBB-P2. This condition will encourage Local 

Governments to further explore the potential of PAD revenue from PBB-P2 sector 

in the region. 

 This research used a descriptive study with qualitative approach. The focus 

of the research covered the implementation of the intensification of the collection 

PBB-P2 by Department of Local Revenue,  Management,  Finance of Surabaya 

(DPPK of Surabaya), the effectiveness of the intensification collection of revenue 

PBB-P2, as well as the contribution of acceptance PBB-P2 toward PAD. The data 

in this research were obtained from interviews and documents related to the 

intensification of the collection PBB-P2 obtained from DPPK of Surabaya. 

The results of this study identified that the collection of PBB-P2 conducted 

by the DPPK of Surabaya covers only urban areas, since there is no rural area in 

Surabaya. Several intensification efforts of the collection Urban PBB included, 

maintaining and repairing of the data base, strengthening the process collection, 

improving supervision to tax, increasing administrative efficiency, coordinating 

with relevant agencies, socializing, and utilizing mobile car for PBB payments. The 

effectiveness of the collection of Urban PBB intensification that has been 

implemented by the DPPK of Surabaya showed the criteria "Adquately Effective". 

Urban PBB contributions from 2011 to 2013 were in the ratio of 20.10 to 30.00%, 

indicating that the contribution of Urban PBB acceptance toward the realization of 

PAD Surabaya included in the criteria “Medium”. 

  

Keywords: Effectiveness, Intensification, PBB-P2, PAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar 

yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang 

pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). 

Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 

2011:12). Tahun 2013 pendapatan Negara yang berasal dari pajak sebesar Rp 

1.193,0 Triliun atau sekitar 78% dari total  pendapatan Negara Rp 1.529,7 Triliun, 

sisanya berasal dari penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan hibah 

(www.anggaran.depkeu.go.id, 2014). Tabel 1 berikut ini menjelaskan tentang 

pendapatan Negara tahun 2013: 

Tabel 1. Pendapatan Negara tahun 2013 

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, (2014). 

Jenis Pendapatan Negara Jumlah 

Pendapatan Dalam Negeri Rp 1.525,2 Triliun 

Penerimaan Pajak Rp 1.193,0 Triliun 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp    332,2 Triliun 

Penerimaan Hibah Rp        4,5 Triliun 

Total Pendapatan Negara Rp 1.529,7 Triliun 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia yang 

meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional 

dilaksanakan pada seluruh wilayah negara, sedangkan pembangunan daerah 

dilaksanakan pada masing-masing daerah secara merata. Saat ini pemerintah terus 

berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal 

sebagai salah satu bentuk continuous improvement (perbaikan yang berkelanjutan), 

untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Secara esensial sebenarnya dalam 

penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, 

yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan 

pemerintahan tertentu yang diserahkan (Sabarno, 2008:3-4). Bentuk nyata 

kebijakan tersebut yaitu dengan adanya perluasan taxing power (kemampuan 

pajak), antara lain dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Pengalihan jenis pajak ini 

merupakan suatu bentuk langkah penting yang dilakukan dalam rangka 

memperbaiki kondisi keuangan daerah. 

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang   Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan  dalam  hal pemungutan 

Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Berlakunya 

Undang-undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah 

serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang 
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terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi  proses 

pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan 

pelayanan terkait PBB-P2. 

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan 

PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi 

penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi 

target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong 

Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor 

PBB-P2 di daerahnya.  

Kota Surabaya merupakan salah satu dari beberapa Kota/Kabupaten 

Daerah Tingkat II yang ada di Jawa Timur yang telah melakukan pengalihan PBB-

P2 sejak tahun 2011. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kota Surabaya 

melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya 

melakukan semua kegiatan perpajakan terkait tentang PBB-P2. Data dari Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya menunjukan target 

penerimaan PBB-P2 dan realisasi pencapaiannya dari tahun 2010-2013 serta 

prosentase keberhasilan pencapaian target penerimaannya.  

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2010-2013  

Kota Surabaya 

Tahun Target 

(Rupiah) 

Realisasi 

(Rupiah) 

Prosentase 

(%) 

2010 421.350.428.259,00 333.129.116.112,00 79,06 

2011 710.000.000.000,00 498.640.108.488,84 70,23 

2012 790.613.785.000,00 572.292.265.076,00 72,38 

2013 710.000.000.000,00 606.061.761.816,00 85,36 

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

Keterangan: Tahun 2013 (unaudited). 
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Data tersebut menunjukan jumlah penerimaan PBB-P2 semakin meningkat 

jumlahnya, tetapi untuk prosentase target dan realisasi dari tahun 2010-2013 masih 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya agar pemungutan  

PBB-P2 dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD, dengan melakukan intensifikasi 

pemungutan PBB-P2. Berdasarkan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi 

pajak. Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi 

wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua 

usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, akan 

dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang intensifikasi pemungutan PBB-P2 serta 

mengenai kontribusinya terhadap PAD. Adapun judul yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

beberapa masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya? 
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2. Bagaimana efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya? 

3. Bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 

2. Mengetahui efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya. 

3. Menjelaskan besaran kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota 

Surabaya. 

D. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara 

aspek teoritis maupun aspek praktis, kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kontribusi Akademis 

a. Memperkaya wawasan keilmuan administrasi bisnis khususnya di 

bidang perpajakan yang terkait dengan pembahasan terhadap 

intensifikasi pemungutan PBB-P2. 



6 
 

 
 

b. Memberikan informasi dan wawasan akademik bagi pihak lain yang 

ingin melakukan penelitian pada bidang sejenis.  

2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai 

efektivitas dan kontribusi intensifikasi pemungutan PBB-P2 terhadap 

PAD. 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan 

Pajak Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. 

c. Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak lain dan 

sebagai perbandingan dalam penelitian lain yang sejenis. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini tersusun dalam 5 (lima) bab untuk memudahkan 

pembahasannya, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori efektivitas, intensifikasi, perpajakan, 

PBB-P2, kontribusi, pendapatan asli daerah, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, 

dan metode analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi  

tentang gambaran umum objek penelitian, hingga hasil penelitian mengenai 

pelaksanaan intensifikasi pemungutan, efektivitas intensifikasi 

pemungutan, dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Efektivitas 

Steers dalam Halim (2004:166) mendefinisikan efektivitas secara umum 

menunjukan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah 

ditentukan sebelumya. Mardiasmo (2009:132) menjelaskan efektivitas merupakan 

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan spending wisely (sasaran akhir kebijakan). 

Mardiasmo (2009:132) menjelaskan indikator efektivitas menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam 

mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan 

terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 

proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Penilaian efektivitas intensifikasi 

pemungutan PBB-P2 dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran 

sebagai berikut: 

1. Hasil (Yield) 

2. Keadilan (Equity) 

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) 

4. Kemampuan Melaksanakan (Abbility to Implement) 

5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local 

Revenue Resources). (Devaas, 1989:62). 

Selanjutnya, Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat 

diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas 
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terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target 

pajak: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 =
Realisasi Penerimaan PBB P2

Target Penerimaan PBB P2
 𝑥 100% 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas 

Prosentase Kriteria 

Di atas 100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

Kurang dari 60% Tidak efektif 

Sumber: Munir, (2004:49). 

Tabel 3 menjelaskan  tentang kriteria penilaian efektivitas, dengan menggunakan 

prosentase dan kriteria sebagai ukurannya. yaitu apabila kurang dari 60% termasuk 

ke dalam kategori “Tidak Efektif”, 60-80% termasuk ke dalam kategori “Kurang 

Efektif”, 80-90% termasuk ke dalam kategori “Cukup Efektif”, 90-100% termasuk 

ke dalam kategori “Efektif”, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam 

kategori “Sangat Efektif”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas 

merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan mengetahui 

efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2, organisasi diharapkan mampu untuk 

menilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan 

sebelumnya. Kriteria penilaian efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat 

diketahui dengan mempertimbangkan beberapa ukuran, antara lain: hasil, keadilan, 
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daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, kecocokan sebagai sumber 

penerimaan daerah. 

B. Pengertian Intensifikasi 

Sidik (2002:8) mendefinisikan intensifikasi sebagai upaya melakukan 

efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada.  Upaya 

yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah antara lain melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Memperluas basis penerimaan 

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, 

yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dalam jumlah 

pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki basis data 

penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan. 

2. Memperkuat proses pemungutan 

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara 

lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, dan peningkatan 

Sumber Daya Manusia. 

3. Meningkatkan pengawasan 

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara 

dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi 

terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta 

meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu memperbaiki prosedur 

administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, 

meningkatkan efisiensi pemungutan. 

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik 

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 

di daerah. 

 

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan mengoptimalkan 

penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, 

kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tanpa harus memperluas obyek dan sumber pendapatan. Selanjutnya, 
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intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan dengan penyempurnaan 

administrasi pajak, penguatan proses pemungutan pajak, peningkatan pengawasan, 

peningkatan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan Undang-undang yang 

terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2. Intensifikasi 

pemungutan PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah 

dalam membiayai kebutuhan daerah. 

C. Konsep Perpajakan 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Soemitro dalam Suandy (2009:10) pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi lain menurut 

Anderson dalam Anshari (2005:7) pajak adalah pembayaran yang bersifat 

paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang 

yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan 

pengertian pajak di atas, pajak merupakan suatu kewajiban yang merupakan 

bentuk kontribusi pendapatan dari warga negara kepada negara dengan 

ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan 

dipergunakan untuk kepentingan umum/negara. 

2. Pembagian Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga 

yaitu, pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga 
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pemungutnya. Resmi (2012:7) menjelaskan pembagian pajak menurut 

golongan, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau puhak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak. 

Berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak 

langsung (Suandy, 2009:37). Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat 

dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya 

dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. 

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokan menjadi dua (Resmi, 

2012:8), yaitu: 

a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempa tinggal. 

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak 

obyektif (Suandy, 2009:39). Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan 

kondisi/keadaan Wajib Pajak. Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya 

memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, 

kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan.  
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Pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokan menjadi dua 

(Resmi, 2012:8), yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

Berdasarkan wewenang pungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak 

pusat/negara dan pajak daerah (Suandy, 2009:38). Pajak pusat/negara adalah 

pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat 

Jederal Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 

pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah. Selanjutnya, Mardiasmo (2011:6) menjelaskan tentang 

pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu: 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Dapat disimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: berdasarkan 

golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Berdasarkan golongan pajak dibedakan 

menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya 

dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Sedangkan berdasarkan 

lembaga pemungut dibedakan menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah. 

Berikut merupakan gambaran pembagian pajak: 



14 
 

 
 

 

Gambar 1. Pembagian Pajak 

Sumber: Suandy, (2009:37). 

3. Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan 

negara) dan fungsi regulerend (pengatur) (Resmi, 2012:3), yaitu: 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regulerend 

Pajak mempunyai fungsi regulerend, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. 

Fungsi pajak dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:1), yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Anggaran) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Pajak
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Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pajak dibedakan menjadi fungsi 

budgetair (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur).  Pajak berfungsi 

sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai 

seluruh pengeluaran negara. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun 

politik dengan tujuan tertentu. 

4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2012:8). Berikut ini  penjelasan 

tentang tata cara pemungutan Pajak:  

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel (Resmi, 

2012:8), yaitu: 

(1) Stelsel Nyata 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

objek yang sesungguhnya terjadi. 

(2) Stelsel Anggapan 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. 

(3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.  

Sedangkan menurut  Suandy (2009:32), dalam pemungutan pajak 

dikenal 3 macam stelsel pajak, yaitu: 

(1) Riil stelsel atau stelsel nyata 

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau 

penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun 

pajak atau periode pajak. 

(2) Fictieve stelsel atau stelsel fiktif 
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Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, 

pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan fiksi. 

(3) Stelsel campuran 

Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan 

stelsel fiktif. 

 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Resmi, 2012:10), yaitu: 

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. 

(2) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. 

(3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:2) asas pemungutan pajak 

mencakup 3 aspek, yaitu: 

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

(2) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 

di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

(3) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Resmi (2012:11) menyatakan dalam memungut pajak dibuat 

beberapa sistem pemungutan, yaitu: 
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(1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

(2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

(3) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam 

Mardiasmo (2011:7-8) , yaitu: 

(1) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak.  

(2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk mrnentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak. 

(3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

5. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan 

hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 

pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan 
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kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 

kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

Negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai dengan 

budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 

rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh 

Undang-undang perpajakan yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga macam stelsel pajak, yaitu: 

stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel tersebut 

merupakan dasar pengenaan pajak dalam melakukan kegiatan pemungutan 

pajak. Selanjutnya, terdapat tiga aspek asas pemungutan pajak, yaitu: asas 

domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan, asas tersebut menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak. Sedangkan sistem pemungutan pajak 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: Official Assesment System, Self Assessment 

System, dan With Holding System, sistem tersebut digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib 

Pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, berdasarkan 

Undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sederhana. 
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D. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

1. Dasar Hukum 

Isnanto (2014:3) menjelaskan mengenai dasar hukum atas Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Siahaan (2010:555) 

menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada 

suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaen/Kota yang 

mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota 

yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada 

Kabupaten/Kota dimaksud. Sebagaimana disahkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan. 

Ditetapkannya Undang-undang tersebut, PBB-P2 menjadi Pajak Daerah dalam 

waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013. 

2. Objek Pajak 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
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pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Isnanto, 2014:5). Siahaan 

(2010:555) menyatakan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-

P2 meliputi seluruh kawasan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi semua 

tanah dan bangunan di dalamnya. 

3. Objek Pajak yang Tidak Kena Pajak 

Waluyo (2011:188) mendefinisikan obyek pajak yang tidak dikenakan 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang: 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu. 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak. 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik. 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Menurut Isnanto (2014:6), berdasarkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak yang tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

adalah objek pajak yang: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu. 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak. 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik. 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan 

atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau 

memperoleh manfaat atas bangunan (Siahaan: 2010:559). Selanjutnya menurut 

Isnanto (2014:10) subjek pajak dan objek adalah: 

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas  Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

b. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 

5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP di mana wajib pajak tidak 

terutang pajak (Siahaan, 2010:561). Isnanto (2014:12) menjelaskan besarnya 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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6. Tarif Pajak 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah (Isnanto, 2014:12). 

7. Rumus Penghitungan 

Siahaan (2010:562) menjelaskan besaran pokok Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi 

NJOPTKP. Isnanto (2014:13) menjelaskan tentang besaran pokok Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai 

Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak, 

 

E. Pengertian Kontribusi PBB-P2 

Menurut Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara 

bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau 

bersama. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592)  

kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli 

PBB-P2 terutang = Tarif x (NJOP-NJOPTKP) 
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Daerah (PAD). Halim (2004:163) merumuskan formula untuk menghitung tingkat 

kontribusi PBB-P2 terhadap PAD adalah: 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan realisasi PBB-P2 terhadap 

PAD Kota Surabaya, dapat diketahui besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD 

Kota Surabaya. Semakin tinggi kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka akan 

mendorong meningkatnya PAD Kota Surabaya. Berikut ini penilaian kriteria 

kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Surabaya: 

Tabel 4. Interpretasi Nilai Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD 

Prosentase Kriteria 

Rasio 0,00 – 10,00% Sangat Kurang 

Rasio 10,10 – 20,00% Kurang 

Rasio 20,10 – 30,00% Sedang 

Rasio 30,10 – 40,00% Cukup 

Rasio 40,10 – 50,00% Baik 

Rasio di atas 50,00% Sangat Baik 

Sumber: Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991 (Mariana, 2005). 

F. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan derah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak 

daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah 

(Suhadak dan Nugroho, 2007:135). Menurut Thamrin Simanjuntak dalam Halim 

(2004:94), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thamrin 

Kontribusi PBB-P2 

Terhadap PAD 
= 

Realisasi Penerimaan PBB-P2 

 Realisasi Penerimaan PAD 
x 100% 
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Simanjuntak dalam Halim (2004:94) menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terdiri atas: 

1. Hasil pajak daerah 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Hasil retribusi daerah 

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran  

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah 

yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan 

umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan 

dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. 

4. Lain-lain PAD yang sah; 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga. 

G. Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari penelitian 

terdahulu. Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nafilah (2013) dengan 

judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Makassar dari Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan 

bersifat Deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu 

untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding 
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dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Padahal seharusnya SPT 

yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran. 

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tarigan (2013) dengan judul 

Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP 

Pratama Kota Manado dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang 

efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengetahui 

kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pajak dari tahun 2008-

2011. Penelitian ini dilakukan dengan metode menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

kurun waktu empat tahun dari tahun 2008-2011 terus mengalami peningkatan 

kecuali pada tahun 2009. Namun, dari target yang di berikan kepada KPP Pratama 

Manado sudah terealisasikan secara efektif. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

sekarang mengalami peningkatan. Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama 

Manado dinilai sudah efektif karena prosentasenya diatas 90%. Kontribusi Pajak 

Bumi dan Bangunan dari data 4 (empat) tahun terakhir tahun 2008-2011, yaitu 

prosentase rata-rata 5%, kecuali pada tahun 2010 yaitu 6%. 

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akirtafanti (2008) dengan 

judul Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Rangka 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi penerimaan Pajak 

Reklame di Kabupaten Mojokerto, mendeskripsikan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto dalam 
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui faktor-faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode kualitatif peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan 

dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan dalam mendapatkan data yang 

objektif dalam rangka mengetahui dan memahami tujuannya. Hasil penelitian ini 

tentang strategi pemungutan pajak reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto. 

Penerimaan dari sektor Pajak Reklame masih jauh dari kata maksimal, terbukti 

dengan banyaknya potensi-potensi reklame yang belum tergali secara maksimal.
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Tabel 5. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No. Judul Pendekatan Lokasi Tujuan Penelitian Hasil 

1 Intensifikasi 

Pemungutan 

Pajak Bumi 

dan Bangunan 

di Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Makassar 

Kualitatif Dinas Pendapatan 

Daerah Kota 

Makassar 

- Menganalisis mengenai 

intensifikasi pemungutan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota 

Makassar 

Telah  terjadi  peningkatan  

kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melakukan 

pembayaran, namun tingkat 

kepatuhan  

ini  masih  perlu  untuk  

ditingkatkan  karena  

peningkatan  SPT  yang  

masuk  lebih  

besar  dibanding  dengan  

jumlah  Wajib  Pajak  yang  

melakukan  pembayaran. 

2 Analisis 

Efektivitas 

dan 

Kontribusi 

PBB terhadap 

Penerimaan 

Pajak di KPP 

Pratama Kota 

Manado 

Kualitatif KPP Pratama 

Kota Manado 

- Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mempelajari, 

menganalisa dan 

menyimpulkan tentang 

efektivitas penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

- Kontribusi Pajak Bumi 

dan Bangunan terhadap 

penerimaan pajak dari 

tahun 2008-2011. 

Penerimaan PBB dalam  

kurun  waktu tahun  2008 -

2011 mengalami 

peningkatan kecuali pada 

tahun 2009. Namun, dari 

target yang di berikan 

kepada KPP Pratama  

Manado  sudah  

terealisasikan  secara  

efektif. Pemungutan  PBB  

sekarang  mengalami  

peningkatan.  
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3 Intensifikasi 

dan 

ekstensifikasi 

Pemungutan 

Pajak 

Reklame 

Dalam 

Rangka 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kualitatif Dinas Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Mojokerto 

- Untuk mendeskripsikan 

realisasi penerimaan 

pajak reklame di 

Kabupaten Mojokerto. 

- Untuk mendeskripsikan 

intensifikasi  dan 

ekstensifikasi 

pemungutan pajak 

reklame oleh dinas 

pendapatan Kabupaten 

Mojokerto dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

- Untuk mendeskripsikan 

faktor-faktor yang 

mendukung dan 

menghambat 

pelaksanaan intensifikasi 

dan ekstensifikasi 

pemungutan yang telah 

ditetapkan. 

Penerimaan dari sektor 

Pajak Reklame masih jauh 

dari kata maksimal, terbukti 

dengan banyaknya potensi-

potensi reklame yang belum 

tergali secara maksimal. 

4 Efektivitas 

Intensifikasi 

Pemungutan 

Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan 

Kualitatif Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan 

Keuangan Kota 

Surabaya 

- Mendeskripsikan 

pelaksanaan intensifikasi 

pemungutan PBB-P2 di 

Dinas Pendapatan Kota 

Surabaya. 

- Mengetahui efektivitas 

intensifikasi pemungutan 
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(PBB-P2) 

serta 

Kontribusinya 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) (Studi 

Pada Dinas 

Pendapatan 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Kota 

Surabaya) 

PBB-P2 terhadap target 

dan realisasi penerimaan 

pajak yang telah 

ditetapkan. 

- Menjelaskan kontribusi 

PBB-P2 terhadap 

penerimaan PAD Kota 

Surabaya. 

-  

 Sumber: (Data diolah), 2014.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 

melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah difahami dan 

disimpulkan (Azwar, 2013:6). Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif  di mana data dan fakta yang 

dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar, untuk 

memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan 

dalam mendapatkan hasil yang objektif tentang efektivitas intensifikasi 

pemungutan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap PAD di Kota Surabaya. 

B. Fokus Penelitian 

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan latar 

pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara 

mendalam dan tuntas (Bungin, 2010:41). Selanjutnya, fokus penelitian digunakan 

dalam mengambil data dan mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang 

ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 

a. Memperluas basis penerimaan. 

b. Memperkuat proses pemungutan. 

c. Meningkatkan pemungutan. 

d. Meningkatkan Efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. 

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. 

2. Efektivitas kegiatan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang 

diketahui menggunakan serangkaian ukuran yang meliputi: hasil, keadilan, 

daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai 

sumber penerimaan daerah. 

3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD. 

a. Target dan realisasi PAD. 

b. Rasio realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap jumlah penerimaan PAD. 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 

sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data 

dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi 

penelitian yang dipilih adalah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya 

dipilih menjadi lokasi penelitian ini, karena Kota Surabaya telah melakukan 
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pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2011, dan Kota Surabaya merupakan Kota yang 

pertama kali melakukan pengalihan PBB-P2 sejak diberlakukannya Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Situs penelitian adalah tempat peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya 

dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data (Muttaqin, 2010:42). 

Selanjutnya, situs penelitian yang dipilih adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi dan situs penelitian dikarenakan 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya telah melaksanakan seluruh kegiatan perpajakan terkait tentang PBB-P2 

sejak pengalihan pemungutannya menjadi Pajak Daerah. 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh bersifat kualitatif yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan 

yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berupa kata-kata 

dan tindakan dari hasil wawancara dengan Informan awal dipilih secara purposif 

(sengaja)  yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Informan awal dari 

penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Surabaya, selanjutnya dalam 

mendapatkan data berdasarkan snow ball sampling artinya dapat berkembang 

sesuai data yang diperlukan atau dengan kata lain dimungkinkan untuk menemui 

informan baru yang lebih khusus lagi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku 

literatur, Undang-undang, catatan pribadi, dokumen, data statistik atau arsip dari 
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Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, dan kompilasi data serta beberapa 

laporan penelitian, juga catatan yang relevan dengan obyek penelitian yang 

memberikan informasi dalam penelitian yang dilakukan. 

E. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Wawancara 

Berg (2007:89) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan 

dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi. Pada 

saat melakukan wawancara, peneliti sebagai interviewer (penanya) 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya telah disiapkan. Selanjunya, Moleong (2007:186) 

menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) 

yang mengajukan pertanyaan dan interviewee (terwawancara) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan metode wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah tanya jawab 

yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan 

(McMillan dan Schumacher, 2001:443). Untuk mempermudah pelaksanaan 

wawancara, setiap responden yang telah ditetapkan diberi pertanyaan yang 

sama, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang menyesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan pengumpulan data. Selanjutnya akan dipilih responden 
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yang dianggap memiliki potensi dan menguasai tentang pelaksanaan 

perpajakan, khususnya tentang PBB-P2. 

2. Dokumentasi 

McMillan dan Schumacher (2001:42) menjelaskan bahwa dokumen 

merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa 

catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Guba dan 

Lincoln dalam Moleong (2007:216) menjelaskan dokumen ialah setuap bahan 

tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Selama penelitian ini peneliti akan 

mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti Undang-

undang, Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, dokumen target dan realisasi 

penerimaan PBB-P2, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian ini. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data. Lincoln dan Guba (1985:43) menjelaskan bahwa 

manusia sebagai instrument pengumpulan data memberikan keuntungan, dimana ia 

dapat bersifat fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat 

indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti sebagai instrument penelitian harus memiliki keunggulan dalam prosedur 

penelitian, etika penelitian, personalitas, intelektualitas, serta cara-cara untuk 

berkomunikasi dengan baik dalam melakukan penelitian. Selanjutnya untuk 
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membantu peneliti selama kegiatan penelitian digunakan beberapa instrumen 

pendukung, antara lain: 

1. Interview Guide (Pedoman wawancara) 

Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan 

isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat 

seluruhnya tercakup (Moleong, 2007:187). Penelitian ini dilaksanakan 

dengan menyusun garis besar dan tentang informasi yang ingin didapatkan 

dengan tujuan memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara. 

Sehingga seluruh pokok-pokok wawancara dapat tersampaikan dengan 

baik. 

2. Field Note (Catatan Lapangan) 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu 

mengadakan pengamatan wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian 

tertentu (Moleong, 2007:144). Catatan itu berupa coretan seperlunya 

tentang pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, dalam bentuk 

kalimat, gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain yang dibuat 

langsung pada buku catatan ketika peneliti berada di lapangan. Selama 

penelitian ini, peneliti memanfaatkan alat tulis dalam melakukan 

pencatatan. 

3. Recorder (Alat Perekam) 

Perekaman data melalui tape-recorder hendaknya dilakukan dengan 

memperoleh persetujuan terwawancara terlebih dahulu (Moleong, 

2007:206). Selama penelitian ini, peneliti dalam kegiatan wawancara akan 
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menggunakan alat perekam, seperti tape-recorder, kamera, handphone, dan 

alat perekam lainnya yang sejenis. Penggunaan alat perekam akan 

dijelaskan terlebih dahulu kepada informan sebelum pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan. Tujuannya penggunaan alat perekam untuk 

mendokumentasikan semua yang diperoleh selama kegiatan penelitian, 

sehingga akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.  

G. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif di lapangan 

Model interaktif Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang terus menerus (Miles dan Huberman, 1992:20). Analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16). 

Berikut merupakan gambaran analisis data penelitian kualitatif model interaktif 

Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data 

Sumber: Miles dan Huberman (1992:20). 

 

Pengumpulan 
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Setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya data yang telah 

dikumpulkan akan direduksi dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kasar dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyajikan informasi untuk 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam tahap penarikan 

kesimpulan/verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari data yang 

telah dianalisis. 

H. Uji Keabsahan Data 

Penetapan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi 

positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan 

paradigmanya sendiri (Moleong, 2007:321). Menurut Moleong (2007:324), 

pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria yang digunakan, 

yaitu, derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Penelitian ini 

menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Derajat kepercayaan data dalam penelitian ini di dapatkan oleh peneliti 

dengan menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

(Moleong, 2007:330). Menurut Denzim dalam Moleong (2007:330) ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 
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penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik pemeriksaan 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. 

Menurut Patton dalam Moleong (2007:330) menjelaskan triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.  Teknik triangulasi sumber dilakukan dalam penelitian 

ini dengan mencari data dari sumber yang beragam dan masih terkait satu 

dengan yang lainnya, kemudian data yang dideskripsikan, dan dikategorikan 

menurut pandangan yang sama ataupun berbeda untuk diambil sebuah 

kesimpulan. Setelah terdapat sebuah kesimpulan, sumber tersebut dikaitkan 

dengan data dokumen yang berkaitan. 

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan menurut Moleong (2007:324) berbeda dengan validitas 

eksternal dari non kualitatif. Untuk menguji standar keteralihan dalam 

penelitian ini diterapkan dengan membuat laporan secara rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya yang menggambarkan semua yang terkait 

tentang penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan  

harapan agar pembaca dapat dengan jelas memahami gambaran dan seluruh 

isi dari penelitian yang dilakukan. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang nonkualitatif (Moleong, 2007:325). Jika dua atau beberapa kali 

diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan 
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hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian, 

audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.  

4. Kepastian (confirmability) 

Kriterium   kepastian menurut Moleong (2007:325) berasal dari konsep 

objektivitas menurut nonkualitatif. Objektif atau tidak bergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan 

seseorang (Moleong, 2007:325). Pengujian kepastian dilakukan dengan 

menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan, 

apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar kepastian.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kota Surabaya 

a. Sejarah Singkat 

Cerita Sejarah Kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. 

Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait 

dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura (berani) 

dan baya (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani 

menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah 

satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan 

Pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu 

bersejarahnya pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi 

tanggal berdirinya Kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei. 

b. Kondisi Geografis dan Topografi 

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang 

terletak pada koordinat 07o 9’ – 07o 21’ LS (Lintang Selatan) dan 112o 36’- 

112o 54’ BT (Bujur Timur). Luas wilayah Kota Surabaya mencapai 

33,306.30 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Batas 

wilayah Kota Surabaya meliputi: 

Sebelah Utara : Selat Madura 

Sebelah Timur : Selat Madura 
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Sebelah Selatan : Kabuten Sidoarjo 

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik 

Secara Topografi Kota Surabaya merupakan daerah dengan daratan 

rendah yaitu 80,72% (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5 s/d 5 m 

SHVP atau 3 s/d 8 m LWS, sedangkan sisanya merupakan daerah 

perbukitan yang terletak di wilayah Kota Surabaya Barat (12,77%) dan 

Surabaya Selatan (6,25%). Adapun kemiringan lereng tanah berkisar 0-2% 

daerah datar rendah dan 2-15% daerah perbukitan landai. Jenis batuan yang 

ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-

unit pasir. Sebagia besar jenis tanah berupa tanah alluvial, hasil endapan 

sungai dan pantai, dibagagian barat terdapat pebukitan yang mengandung 

kapur tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, 

Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Curah hujan rata-rata 183,2 mm, curah hujan di atas 200 mm terjadi pada 

buan Desember s/d Mei. Berikut ini peta wilayah Kota surabaya: 

          

Gambar 3. Peta Kota Surabaya 

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014. 
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c. Jumlah Penduduk 

Surabaya merupakan Kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam 

etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. 

Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, 

Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya 

membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota 

Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli 

dan orang Madura. Jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai sekitar 

3,110,187 orang di Tahun 2012. 

d. Kondisi Ekonomi 

Surabaya telah mengklaim dirinya sebagai Kota Jasa dan 

Perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah Kota bisnis dengan 

berbagai aktivitas yang berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah 

Toko Serba Ada. Didalamnya berlangsung segala aktivitas, serta tersedia 

segala fasilitas yang mendukung. Predikat Surabaya sebagai Kota dagang, 

terdapat beberapa pilar-pilar utama penyangganya. Lokasi-lokasi ini yang 

menjadi ruang-ruang terjadinya altivitas perdagangan. Tampilan menarik, 

suasana nyaman, serta harga yang pasti merupakan keunggulan pasar 

modern yang sesuai dengan sibuknya aktivitas masyarakat kota. Pasar 

modern tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya, baik di pusat maupun di 

pinggiran kota. Keberadaan pasar modern yang banyak ini memberikan 

pilihan lebih banyak kepada masyarakat. Jumlahnya akan terus 

berkembang seiring meningkatnya investasi di Surabaya. 
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2. DPPK Kota Surabaya 

a. Profil dan Lokasi 

Sejak ditetapkan menjadi organisasi yang fokus pada pengelolaan 

pendapatan daerah tertentu, khususnya dalam pengelolaan sektor 

perpajakan daerah, keberadaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan dalam perkembangannya dituntut agar dapat mendiskripsikan 

berbagai kemampuan dari fungsi yang dimilikinya. Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang terdapat di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya. 

Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas membantu 

penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang 

menjadi urusan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya pada tahun 2005 disebut sebagai Dinas Pajak, yang kemudian 

pada tahun 2008 diubah menjadi DPPK. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan terbentuk berdasarkan peraturan nomor 14 tahun 2005 tentang 

Organisasi Dinas Kota Surabaya. Dengan dilantiknya kepala Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan oleh kepala daerah Kota Surabaya 

pada tahun 2007, maka kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya resmi mulai beroperasi. 

Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota 

Surabaya berada di Jalan Jimerto Nomor 25-27 lantai I-II. Kantor Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya terletak di belakang 

gedung balai kota Surabaya. Gedung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
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Keuangan Kota Surabaya memiliki lokasi yang stategis dan berada di 

tengah-tengah wilayah SKPD yang ada di kota Surabaya sehingga mudah 

untuk dijangkau untuk mendapatkan pelayanan. Selain menempati lokasi 

tersebut DPPK juga memiliki 8 unit pembantu berupa Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) diberbagai lokasi, antara lain: 

1) UPTD 1 beralamat di jalan Jakarta Barat 2A, dengan wilayah kerja 

Kecamatan Bubutan, Pabeancantikan, Krembangan dan Semampir.  

2) UPTD 2 beralamat di jalan Tambak Rejo V/1, dengan wilayah kerja 

Kecamatan Tegalsari, Simokerto dan Genteng.  

3)  UPTD 3 beralamat di jalan Sukodami 1, dengan wilayah kerja 

Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran. 

4) UPTD 4 Beralamat di jalan Dukuh Kupang Barat I/25, dengan 

wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, sukomanunggal, Sawahan dan 

Dukuh Pakis. 

5) UPTD 5 beralamat di jalan Darmo Indah Barat V/1, dengan wilayah 

kerja Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes dan Sambikerep. 

6) UPTD 6 beralamat dijalan Raya Menganti Wiyung 247, dengan 

wilayah kerja Kecamatan Karangpilang, Wiyung, Lakarsantri dan 

Jambangan. 

7) UPTD 7 Beralamat di jalan Jemursari Utara IV/1 dengan wilayah 

kerja Kecamatan Gatungan Wonokromo, Wanocolo dan Tenggilis 

Mejoyo. 
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8) UPTD 8 beralamat di jalan Rungkut Asri Timur XVIII No. 2 /RK-

5L dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, 

Mulyorejo dan Sukolilo. 

b. Visi dan Misi 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

memiliki visi “Pengelolaan Keuangan dan Pemungutan Pajak yang 

Profesional, Transparan dan Akuntabel”. Adapun maksud dari visi tersebut 

tercemin dari 3 kata kunci yaitu: 

1) Profesional 

Professional memiliki arti selalu mengembangkan (meng-update) 

diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada 

sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di 

bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. 

2) Transparan 

Memegang prinsip transparan sebagai satuan kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan Daerah 

harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka 

serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai 

peraturan perundangan. 

3) Akuntabel 

Akuntabel memiliki arti pengelolaan keuangan daerah yang 

tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan. Visi tersebut sejalan dengan visi kota yang 
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telah ditetapkan di Rancangan Awal RPJM yaitu "Surabaya Cerdas 

dan Peduli". Adanya unsur kecerdasan dalam visi kota akan selalu 

berdampak pada sikap yang profesional. 

Upaya dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya memiliki misi 

“Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang Efektif dan Efisien”. Arti dan makna misi Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tercermin dalam 2 kata yaitu 

Efisien dan Efektif yang memiliki makna sebagai berikut: 

1) Efisien  

Efisien adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan, 

mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada 

di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggunakan sistem dan 

prosedur dalam pengelolaannya. 

2) Efektif 

Efektif yang memiliki arti dalam menyusun, melaksanakan, dan 

mempertanggungjawabkan keuangan daerah, penggunaan APBD di 

sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

c. Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya 

Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 

8 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi  
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Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya digambarkan 

dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya. 

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014. 
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d. Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Pajak Daerah 

Pelaksanaan perpajakan terkait tentang PBB Perkotaan di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menjadi bagian dari 

Bidang Pendapatan Pajak Daerah yang berada dibawah wewenang Kepala  

seksi Pajak Penerangan dan Parkir. Struktur organisasi bidang pendapatan 

pajak daerah digambarkan dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Pajak Daerah 

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014. 
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e. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya nomor 42 tahun 

2011 tentang rincian tugas dan fungsi dinas kota Surabaya pasal 191, Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. 

Penyelenggaraan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Surabaya memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan 

keuangan. 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pokoknya. 

4) Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Penyajian Data 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Lampiran 1, menetapkan bahwa 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kota Surabaya dalam 
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menjalankan kegiatan terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengesahkan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan yang terdapat dalam Lampiran 2. Seperti yang 

dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan 

dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 17.00 WIB bahwa: 

“Kalau di Kota Surabaya itu setelah disahkannya UU Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutannya 

dialihkan menjadi wewenang Pemerintah Daerah, semua peraturan 

yang terkait dengan PBB diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda 

Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010”. 

Begitu juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota 

Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB 

bahwa “Sejak pengalihannya menjadi Pajak Daerah, semua ketentuan tentang 

PBB di Kota Surabaya diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan”.  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terdapat dalam Lampiran 2, 

dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Setiap Bumi 

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan  kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan,  perhutanan, dan pertambangan dipungut 

pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan. Penjelasan dalam Peraturan 

Daerah tersebut berbeda dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan tersebut tidak membahas 

tentang PBB untuk Perdesaan, karena wilayah Kota Surabaya semuanya 
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berupa daerah perkotaan, oleh sebab itu Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan hanya membahas tentang wilayah perkotaan, seperti yang 

dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam 

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa “Kalau di 

Surabaya itu seluruh wilayahnya itu Perkotaan, jadi semua di sini itu 

Kelurahan, gak ada Desa di Kota Surabaya, makanya hanya Perkotaan saja 

yang disebutkan dalam Perda tersebut”. Hal yang sama juga disampaikan oleh 

IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam 

wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 17.00 WIB bahwa, “Seluruh 

wilayah Kota Surabaya itu merupakan wilayah perkotaan, jadi semuanya itu 

meliputi kelurahan, tidak ada yang namanya desa, sehingga Perda yang ada 

hanya mengatur tentang PBB Perkotaan saja”. 

2. Penetapan NJOP dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 

Dasar penetapan NJOP PBB Perkotaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya menurut penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit 

Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 

April 2014, pukul 15.41 WIB yaitu: 

“Kalau untuk dasar penetapan NJOP, kita setiap tahun mesti evaluasi, 

terutama akhir tahun karena kan penetapannya 1 Januari, jadi akhir 

tahun kita evaluasi terutama harga-harga tanah yang melakukan 

transaksi. Jadi yang ada kenaikan harga tanah kita evaluasi kita 

tetapkan NJOPnya sesuai dengan arah pergerakan harga tadi, kalau 

memang harganya disitu memang ramai mahal ya kita naikkan, itu kita 

lakukan setiap tahun evaluasinya”. 

Penjelasan terkait tentang penetapan NJOP juga disampaikan oleh BA sebagai 

Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 
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24 April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa, “Untuk dasar penetapan NJOP itu 

tergantung pada perubahan harga tanah atau bangunan itu sendiri, jadi tiap 

terjadi perubahan otomatis NJOPnya juga akan berubah, hal tersebut 

dilaksanakan dalam 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu, tergantung 

perkembangan wilayahnya”. Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya 

peraturan yang terdapat pada pasal 6 tentang dasar penetapan NJOP dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 yang ada dalam 

Lampiran 2, menetapkan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek 

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuaidengan perkembangan 

wilayahnya, penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. 

Berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan di Kota Surabaya, IN sebagai 

Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada 

tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB menjelaskan bahwa: 

“Kita ada punya 2 tarif yaitu,  di bawah 1 Milyar tarifnya 0,1% ya.., 

dibawah 1 Milyar 0,1, di atas 1 M adalah 0,2%, 0,2% ya... Di Surabaya 

ada disinsentif dan insentif, insentif diberikan yaitu untuk cagar budaya 

yang biasa memelihara itu diberikan insentif pengurangan 50% dari 

pajak. Trus yang disinsentif itu ada penambahan 50% ya.., contoh 

diperumahan ini ada perumahan ya.., ternyata disini membuat dealer 

sepeda motor, ini terjadi kemacetan disini, ada limbah disini, ini 

dinaikan 50%, jadi pada prinsipnya jatuh nettnya sama seperti amanat 

Undang-undang, tertinggi adalah 3%”. 

Demikian juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota 

Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB 

bahwa: 

“Di Kota Surabaya itu tarif PBBnya sesuai dengan Pasal 7 dalam Perda 

Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 sebesar 0,1% untuk NJOP 
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sampai dengan 1 Milyar, dan 0,2% untuk yang di atas 1 Milyar per 

tahunnya. Selain itu untuk yang menyebabkan gangguan bagi 

lingkungan sekitar kena tambahan tarif 50% dari tarif PBBnya, baik 

untuk yang di atas 1 Milyar maupun yang NJOPnya di bawah 1 Milyar, 

ada juga keringanan untuk cagar budaya, semua itu ada dalam pasal 7 

Perda Nomor 10 Tahun 2010”. 

IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB 

dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB juga 

menjelaskan bahwa: 

“Semua hal yang terkait tentang tarif PBB yang ada di Kota Surabaya 

itu ada dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 

tentang PBB, disitu dijelaskan mengenai tarif PBB yang untuk yang di 

atas NJOP maupun di bawah NJOP, selain itu juga dijelaskan tentang 

tambahan dan pengurangan tarif PBBnya untuk Objek Pajak yang 

masuk dalam kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Perda itu”. 

Pemerintah Kota Surabaya mengatur tarif PBB Perkotaan dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan. Peraturan tentang tarif yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada dalam Lampiran 1, 

yaitu tarif yang boleh ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi adalah 

sebesar 0,3% . Tarif PBB Perkotaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dalam Pasal 7 Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 

1.000.000.000,00 (satu milyar  rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) 

per tahun, sedangkan NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)  

ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, untuk pemanfaatan 

bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap 
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lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) 

dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan, dan untuk pemanfaatan bumi dan/atau 

bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan 

cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh 

persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Potensi PBB Perkotaan 

Potensi penerimaan PBB Perkotaan yang ada di Kota Surabaya, 

menurut penjelasan dari BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota 

Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB 

bahwa: 

“Untuk potensinya itu cukup tinggi, seiring dengan perkembangan 

kota, perkembangan ekonomi juga, jadi banyak bangunan terutama 

apartemen, bangunan tinggi yang baru, hotel-hotel juga banyak yang 

baru, perumahan-perumahan juga masih tumbuh pesat di Surabaya, trus 

juga banyak dibuka akses jalan baru kaya merr, lingkar barat, lingkar 

timur itu menyebabkan harga dari tanah itu naik”. 

Penjelasan tentang potensi PBB Perkotaan juga dijelaskan oleh IS sebagai 

Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam 

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa: 

“Kalau untuk potensi PBB itu sampai saat ini setiap tahunnya selalu 

menunjukan peningkatan, jika dilihat dari luas wilayahnya yang tetap 

tidak berubah, itu tidak berarti potensinya tetap, perkembangan 

pembangunan yang ada di Surabaya ini yang menjadi pemicu 

meningkatnya potensi penerimaan PBB, saat ini banyak perumahan-

perumahan baru, apartemen juga, pembangunan mall dan pusat 

perbelanjaan juga ada, itulah yang meningkatkan potensi PBB setiap 

tahunnya”. 

Potensi PBB Perkotaan yang ada akan terus menunjukan perubahan, seperti 

yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 
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Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB 

tentang penggalian potensi PBB Perkotaan bahwa: 

“Setiap proses yang dilakukan di Dinas Pendapatan, misalkan proses 

pembetulan, mutasi, keberatan kita akan survei lapangan, dari situ kita 

dapat meningkatkan  ketetapannya, misalkan dulu lantai satu sudah 

berubah menjadi lantai dua, dulu tanah kosong sudah ternyata sudah 

ada bangunannya, nahh ini adalah penggalian potensi yang belum 

tergali, yahh ini untuk PBB menggalinya seperti itu”.  

Potensi PBB Perkotaan ditunjukan dengan data luas wilayah Kota 

Surabaya berdasarkan data BPS Kota Surabaya tahun 2014 mencapai 

33.306,30 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan, data tersebut 

menunjukan sebuah potensi penerimaan pajak dari sektor PBB Perkotaan yang 

cukup besar. 

Tabel 6. Wilayah Kota Surabaya 

Kriteria Jumlah 

Luas Wilayah 33.306,30 Ha 

Kecamatan 31 Kecamatan 

Kelurahan 160 Kelurahan 

Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

Berikut ini merupakan data Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik Kota Surabaya pada Tahun 2010. Data berikut mencakup seluruh 

Wilayah Kota Surabaya yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan menunjukan 

jumlah rumah tangga, apartemen menurut wilayah dan bukti kepemilikan tanah 

tempat tinggal di Kota Surabaya. Data Sensus Penduduk berikut menunjukan 

jumlah potensi PBB Perkotaan yang dimiliki oleh Kota Surabaya: 
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Tabel 7. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan  

  Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal 

Kecamatan 

Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal (lembar) 

Sertifikat Hak 

Milik (SHM) 

atas nama 

ART 

Sertifikat Hak 

Milik (SHM) 

bukan atas 

nama ART 

Sertifikat lain 

(SHGB, 

SHP, SSRS) 

Lainnya 

(Girik, Akte 

Jual Beli, 

Notaris/PPA

T, dll) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

010 Karang Pilang 

020 Jambangan 

030 Gayungan 

040 Wonocolo 

050 Tenggilis Mejoyo 

060 Gunung Anyar 

070 Rungkut 

080 Sukolilo 

090 Mulyorejo 

100 Gubeng 

110 Wonokromo 

120 Dukuh Pakis 

130 Wiyung 

140 Lakarsantri 

141 Sambikerep 

150 Tandes 

160 Suko Manunggal 

170 Sawahan 

180 Tegalsari 

190 Genteng 

200 Tambaksari 

210 Kenjeran 

211 Bulak 

220 Simokerto 

230 Semampir 

240 Pabean Cantian 

250 Bubutan 

260 Krembangan 

270 Asemrowo 

280 Benowo 

281 Pakal 

9.862 

3.588 

3.351 

6.556 

5.398 

5.659 

9.797 

9.519 

8.969 

6.498 

5.108 

4.609 

8.634 

7.525 

7.086 

8.495 

10.511 

11.594 

4.220 

2.596 

13.061 

7.653 

1.523 

3.476 

8.196 

1.859 

4.431 

2.569 

1.617 

3.897 

4.075 

1.189 

449 

861 

1.552 

802 

739 

1.159 

1.327 

1.516 

2.477 

1.260 

757 

2.133 

807 

916 

1.099 

1.128 

2.717 

1.640 

1.438 

2.310 

1.136 

94 

1.083 

882 

613 

2.154 

514 

280 

330 

633 

80 

441 

427 

363 

458 

587 

1.246 

1.152 

372 

2.475 

5.029 

1.086 

1.125 

198 

633 

138 

118 

494 

542 

406 

2.167 

691 

125 

1.216 

416 

308 

1.799 

2.926 

226 

281 

842 

347 

2.355 

854 

2.147 

1.471 

2.392 

4.249 

3.432 

3.083 

8.555 

7.356 

2.562 

851 

2.063 

2.641 

2.991 

2.603 

10.176 

5.540 

1.297 

12.283 

14.954 

3.578 

2.065 

4.295 

3.136 

2.215 

7.519 

3.290 

4.675 

2.920 

Kota Surabaya 191.932 35.995 28.367 127.922 

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 BPS Republik Indonesia, 2014. 

Selain data Sensus Penduduk Tahun 2010, potensi PBB Perkotaan juga 

ditunjukan dengan data perkembangan Pendapatan Daerah Regional Bruto 

(PDRB) Sektor Konstruksi Kota Surabaya menunjukan angka pertumbuhan 

yang cukup baik setiap tahunnya. Berikut ini merupakan gambaran 

pertumbuhan PDRB sektor konstruksi Kota Surabaya: 
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Gambar 6.  Grafik Perkembangan PDRB Sektor Konstruksi 

Kota Surabaya (ADHB) Tahun 2008-2012 

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2014. 

4. Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan 

Kota Surabaya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan 

dalam mengelola daerahnya harus mampu untuk menggali sumber-sumber 

keuangan sendiri yang cukup  memadai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerahnya. Kota Surabaya harus seminimal mungkin 

mengandalkan Bantuan PAD dari Pemerintah Pusat, sehingga PAD termasuk 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan harus mampu untuk menopang 

pembiayaan Pemerintah Daerah. Seperti penjelasan oleh IS sebagai Kepala 

Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara 

pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa: 

“Untuk meningkatkan penerimaan PAD, penting untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak dari potensi yang dimiliki oleh PBB 

dengan cara yang baik, target dari realisasi juga harus dicapai, harus 

dilaksanakan cara-cara atau stratergi yang efektif dan efisien untuk 

melaksanakan pemungutan PBB, sehingga nantinya hasil pemungutan 

PBB itu dapat lebih baik”. 
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Di waktu yang berbeda, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 

Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB 

memberikan penjelasan yang mendukung pentingnya melakukan kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, beliau menjelaskan tentang perihal 

yang mendasari upaya intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan bahwa: 

“Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB itu perlu dilaksanakan 

untuk memaksimalkan penerimaan PBB, serta meminimalisir 

terjadinya kebocoran pajak yang menyebabkan penerimaan pajaknya 

dapat berkurang. Dengan mengoptimalkan pemungutan PBB 

diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap 

kebutuhan belanja daerah, dapat juga dikatakan kontribusi ke PAD”. 

Pemerintah Kota Surabaya secara resmi belum membuat Peraturan 

Daerah dan tim khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, namun dalam pelaksanaanya 

kegiatan intensifikasi ini telah dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya untuk 

meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan. Selama ini pelaksanaan 

intensifikasi pemungutan dilaksanakan oleh karyawan DPPK yang telah 

ditunjuk langsung untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan 

intensifikasi dilakukan oleh karyawan DPPK secara bergantian. Berikut ini 

merupakan penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 

Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB 

menyatakan bahwa:  

“Untuk tim intensifikasi kita secara khusus nggak ada. Jadi kita 

memang, kita memang seperti saya ya.., saya Kasub Unit Penagihan 

dan Keberatan Pengurangan. Tapi beban pekerjaannya kalau 

pelaporannya belum melakukan kita berikan, kita ini jadi kita silang, 

penagihan juga kita silang. Sebenarnya tupoksinya kembali ke masing-

masing, kalau ke penagihan temen-temen bagi penagihan ya.., tapi 

semua laporan harus kesaya dulu, tapi semua mereka merasakan. Jadi 
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ndak tupoksi ini harus begini tok, nanti kan akhirnya gak imbang, kok 

enak satu tenguk-tenguk tok yang satunya ke lapangan terus padahal 

penerimaan sama, tapi laporan tetap ke induk masing-masing”. 

Penjelasan tersebut didukung oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK 

Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 

WIB yang menyatakan bahwa: 

“Memang belum ada Perda yang mengatur tentang tim intensifikasi 

pemungutan PBB, namun sejauh ini pelaksanaan semua hal yang terkait 

dengan pemungutan pajak itu dilakukan oleh Dinas Pendapatan melalui 

8 UPTD yang tersebar di Kota Surabaya yang membawahi beberapa 

kecamatan setiap UPTDnya”. 

 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan dengan dibantu oleh 8 UPTD yang tersebar di Kota Surabaya yang 

terdapat dalam Lampiran 3, melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB 

Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seperti penjelasan dari IN sebagai 

Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada 

tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB yaitu: 

“Dalam mengoptimalkan penerimaan PBB, Dinas Pendapatan itu 

melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban pembayaran pajaknya, 

kalo gak dengan spanduk ya pemberitahuan bersamaan dengan 

pelaksanaan mobling, dalam menjalankan sosialisasi itu juga sekaligus 

melakukan pendataan dan pengawasan terhadap objek yang 

mencurigakan, dalam artian kemungkinan belum kena pajak atau 

melanggar, hal itu tujuannya ke arah perbaikan data SISMIOPnya agar 

ketetapan tahun berikutnya bisa berubah. Hal itu juga dimaksudkan 

untuk meningkatkan efisiensi administrasi yang ada di Dinas”. 

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh 

DPPK Kota Surabaya juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan 
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DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 

16.12 WIB yang menyatakan bahwa: 

“Untuk intensifikasi kita ada pendataan, pendataan trus kita juga ada 

pemungutan, himbauan, jadi sebelum jatuh tempo itu kita mengedarkan 

juga surat himbauan, tujuannya untuk mengingatkan bahwa PBBnya 

sudah hampir jatuh tempo, kalau sudah jatuh tempo nanti kena denda, 

habis itu ada mobling juga untuk memudahkan masyarakat dalam 

membayar pajak, mobling yang dilakukan itu berkoordinasi dengan 

Bank Jatim, untuk pemungutan juga kadang melibatkan Linmas, itu 

semua merupakan beberapa gambaran kegiatan intensifikasi 

pemungutan PBB yang dilakukan Dinas”. 

Penjelasan informan yang ada, kegiatan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan merupakan suatu cara yang penting dilakukan oleh DPPK Kota 

Surabaya dalam rangka mengoptimalkan potensi PBB Perkotaan yang dimiliki 

oleh Kota Surabaya, beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPPK Kota 

Surabaya meliputi:  

a. Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan 

Berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor 

PBB Perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya 

melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan. 

Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan atau yang disebut 

dengan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SISMIOPD) dilakukan setiap 

saat secara on-line oleh DPPK Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh 

IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam 

wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa “Nama 

data PBB itu namanya SISMIOP tapi di Surabaya pake SISMIOPD Sistem 
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Informasi Perpajakan Daerah ada D-nya kalau dulu pusat hanya SISMIOP 

kalau Daerah SISMIOPD”. 

Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan di Kota 

Surabaya terjadi setiap saat, ketika terjadi proses pembetulan data objek 

pajak PBB Perkotaan, proses keberatan atas SPPT, dan serta semua hal 

yang terkait tentang Objek Pajak PBB Perkotaan. Seperti yang disampaikan 

IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam 

wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa 

“Perbaikan basis data ini dilakukan setiap saat dan setiap hari, disaat proses 

yang ada di Dinas  baik proses keberatan, pembetulan, pembatalan, jadi 

setiap saat dan setiap hari tidak usah menunggu SK turun langsung 

eksekusi”. Demikian juga disampaikan oleh IN sebagai Kepala Seksi Pajak 

Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:  

“Perbaikan basis data itu dilakukan dalam rangka memperbaruhi 

data SISMIOP. Contohnya, setiap permohonan disurvei, jadi 

bangunan yang dulunya kosong sekarang sudah dibangun, yang dulu 

lantai satu sekarang sudah jadi lantai tiga, itu nantinya di surve tim 

verlapnya dan hasilnya langsung dimasukkan untuk memperbaiki 

data sebelumnnya”. 

Keterangan yang mendukung juga disampaikan oleh BA sebagai Staff 

Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 

April 2014, pukul 16.12 WIB yang menyatakan bahwa: 

“Untuk terus memperbaruhi data SISMIOP yang terkait tentang 

objek PBB, Dinas itu setiap terjadi permohonan keringanan, verlap, 

pendaftaran WP baru, dan semua hal yang mempengaruhi 

perubahan PBB termasuk berubahnya NJOP selalu melakukan 

update data, supaya data yang dimiliki oleh Dinas itu sebisa 
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mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, nantinya juga 

akan memudahkan dalam mengetahui potensi sebenarnya, serta 

pencetakan SPPT di tahun berikutnya’’. 

Semua kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan basis data 

sistem manajemen informasi objek pajak daerah PBB diatur dalam pasal 7 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, 

Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perkotaan  yang ada dalam Lampiran 4. Peraturan tersebut menjelaskan 

tentang pemeliharaan basis data di Kota Surabaya dilakukan dengan 2 cara, 

yaitu pasif dan aktif. Secara pasif berarti kegiatan pemeliharaan basis data 

yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima  dari  wajib  

pajak dan/atau pejabat/instansi terkait, yang pelaksanaannya sesuai 

prosedur Pelayanan Satu Tempat. Sedangkan secara aktif, yaitu kegiatan 

pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara 

mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada 

dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan 

menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasaryang terjadi 

di lapangan, pelaksanaannya sesuai denganprosedur pembentukan basis 

data. 

b. Memperkuat proses pemungutan 

DPPK Kota Surabaya dalam memperkuat proses pemungutannya 

melakukan peningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki 

dengan mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh seluruh 

pegawai, khususnya yang terlibat dalam kegiatan PBB Perkotaan, seperti 
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yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 

Pengurangan dalam  wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 

WIB bahwa: 

“Untuk pelaksanaan PBB kita adanya in house training kita manggil 

dari Kanwil Pajak atau dari KPP Pratama, untuk memberikan 

pencerahan terhadap PBB ya.., ahli praktisi seperti dari kampus-

kampus itu ada pengembangan baru, itu juga kita sering 

mendapatkan pelatihan disitu, kalau seperti untuk pemeriksaan kita 

ada pelatihan pemeriksaan, untuk yang juru sita kita ada juru sita 

sendiri, penyidik juga ada sendiri, jadi kita kembangkan masing-

masing temen”. 

Penjelasan yang mendukung juga disampaikan oleh IS sebagai Kepala Seksi 

Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa: 

“Pelaksanaan intensifikasi pemungutan yang dilakukan oleh Dinas 

itu akan lebih baik jika semua SDMnya memiliki kemampuan yang 

handal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan juga mengadakan pelatihan 

untuk pegawainya, khususnya tentang pemungutan pajak, Dinas 

melakukan pelatihan dengan bekerja sama dengan KPP, mereka kan 

lebih ahli, karena sebelumnya merekalah yang melakukan, jadi 

harapan dari pelatihan tersebut juga untuk berbagi pengalaman”. 

Selain meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, sejak pengalihan 

kewenangan pemungutan PBB Perkotaan menjadi milik daerah, DPPK 

Kota Surabaya bersama 8 (delapan) UPTDnya menjadi ujung tombak 

pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Berdasarkan Surat 

yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan tentang persetujuan pelaksanaan 

pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ada dalam 

Lampiran 5, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk 

memperkuat dasar pemungutan PBB Perkotaan Kota Surabaya dengan 
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mengatur segala urusan perpajakan tentang PBB Perkotaan termasuk tarif 

dan tata cara pemungutannya.  

c. Meningkatkan pengawasan objek pajak 

Upaya yang dilakukan DPPK Kota Surabaya dalam rangka 

meningkatkan pengawasan terhadap Objek Pajak PBB Perkotaan juga 

melalui beberapa kegiatan meliputi pemeriksaan terhadap data objek pajak, 

memeriksa kondisi objek pajak, seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai 

Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada 

tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa: 

“Pengawasan salah satunya ada Tim Pemeriksa, saya selaku tim 

pemeriksa. Pengawasan ini saya lakukan, yaitu kalau PBB ya, disaat 

SPPTD disampaikan, habis itu dilaksanakan penagihan, kita akan 

melakukan pengawasan pencairan tunggakan, yang kedua 

pengawasan atas kebenaran data, yaitu kita lakukan waktu di 

lapangan yaitu ada perubahan atau tidak, itu salah satu pengawasan 

yang dilakukan untuk PBB, trus saat pengawasan lagi disaat kita ada 

proses keberatan, pengurangan kita melakukan penelitian atas data 

yang ada, data eksternal maupun internal yang ada kita akan 

melakukan verifikasi dan pencocokan, setelah dilakukan penilaian 

nanti pemeriksaan”. 

Penjelasan tentang pengawasan juga disampaikan oleh IS sebagai Kepala 

Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara 

pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa: 

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas itu meliputi pengawasan 

terhadap objek pajak, misalkan secara berkala dinilai NJOPnya, 

apakah berubah atau tidak, jika ada perubahan hasil dari pengawasan 

yang dilakukan langsung dinaikan ke bagian pendataan untuk 

diperbarui datanya, selain itu dengan diterapkannya sanksi bagi WP 

atas keterlambatan yang dilakukan juga bisa menjadi salah satu 

bentuk pemberian kontrol atau pengawasan, diharapkan WP akan 

terus untuk melaksanakan kewajibannya sebelum melewati masa 

jatuh tempo pembayaran”. 
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Pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak yang bermasalah, itu juga 

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengawasan, seperti yang 

dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 

Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 

WIB bahwa: 

“Sanksi administrasi law enforcement tetap kita tegakan, jadi atas 

keterlambatan SPPT kita denda 2% maksimal 24 bulan, trus atas 

STPD Surat Tagihan Pajak, apabila dalam surat tagihan pajak itu 

kita sudah terbitkan dia gak bayar, dia akan kena namanya sanksi 

berupa denda 2% maksimal 15 bulan ya...  Kalau SPOP yang tidak 

benar ini belum kita jalankan memang ada sanksinya, penyampaian 

SPTPD/SPOP yang tidak benar akan ada kenaikan 25%, ini yang 

belum kita lakukan”. 

Namun, saat ini DPPK Kota Surabaya masih belum melaksanakan sanksi 

tentang pengisisan SPOP yang tidak benar, hal itu dikarenakan sejak masih 

dipegang oleh Pemerintah Pusat, sanksi untuk SPOP itu sendiri masih belum 

pernah dilakukan. Berikut ini merupakan penjelasan dari IN sebagai Kasub 

Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 

17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa “Karena SPOP selama ini di pusat 

sendiri gak pernah dilakukan, pengisian surat pemberitahuan objek pajak, 

kalu SPTPD ini untuk pajak daerah lainnya”. Penjelasan tersebut juga 

didukung oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pasal  Pasal 14 Ayat 2. 

Peraturan Daerah tersebut menetapkan sanksi jumlah kekurangan pajak 

yang terutang dalam SKPDKB  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
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paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya 

pajak. 

d. Meningkatkan efisiensi administrasi, 

DPPK Kota Surabaya dalam pelaksanaan administrasi 

perpajakannya khususnya dalam sektor PBB Perkotaan lebih 

mengoptimalkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Seperti yang 

dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, 

PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 

10.02 WIB bahwa: 

“Sekarang ini semua kegiatan yang terkait tentang pelaksanaan 

pemungutan PBB sudah on-line semua, jadi sudah memaksimalkan 

sistem komputer semua, harapannya agar semuanya lebih efektif 

dan efisien, selain itu juga memudahkan dalam pelayanan juga bisa 

lebih cepat, dan yang pasti lebih memudahkan”. 

Penjelasan yang sama juga disampailan oleh BA sebagai Staff Seksi 

Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 

2014, pukul 09.45 WIB bahwa “Untuk administrasi hampir secara 

keseluruhan sekarang kita on-line semua, untuk pembukan, administrasi 

kita pake on-line semua, jadi lebih efisien secara biayanya, tidak seperti 

dulu”. Penjelasan tersebut juga didukung oleh keterangan yang 

disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan 

Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 

WIB menyatakan bahwa: 

“Sistem sekarang sudah komputerise semua, itu efisiensi sekali, 

terus punya database efisiensi, untuk pelayanan tidak menunggu 

lama, tinggal ngeklik-ngklik aja, jadi rumah sudah ada, uteknya ada 

tinggal kita perintah dia akan mencari sendiri, kalau dulu manual 
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kan harus buka buku, mboko dipetani sedino gak teka-teka, akhirnya 

gak ketemu-ketemu, sekarang SPTPD aja kita scan. Jadi arsip kita 

untuk simpanan database kita punya, gak perlu kita harus mencari, 

tetap kita punya untuk hardcopy sofcopy. Itu salah satu efisiensi, 

dengan adanya teknologi itu sangat efisien untuk SDM, gak perlu 

buanyak-banyak tapi kalau untuk SDM pendataan butuh banyak, 

untuk administrasi yang tidak membutuhkan banyak”. 

Selain itu, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan 

dalam  wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB juga 

menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan yang menurut beliau 

merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam beliau menjelaskan bahwa: 

“Dalam melakukan penagihan langsung saya potret kaya gini, 

contohnya seperti ini (beliau menunjukan gambar hasil pemeriksaan 

yang dilakukan saat menemui objek pajak yang dianggap 

merupakan potensi bagi penerimaan pajak), ini kan PBB yang dulu 

gak ada rumah makannya ternyata dimanfaatkan rumah makan, saya 

potret nanti saya kirimkan kesana, sini ada tumbuh restoran baru, 

nahh ini caranya, ini pekerjaan yang paling efisien”. 

Selanjutnya BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam 

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB menjelaskan 

mengenai upaya meningkatkan efisiensi tersebut juga dilakukan untuk 

meminimalisir biaya pemungutan dengan mengoptimalkan Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki oleh DPPK Kota Surabaya, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Dalam rangka meminimalisir biaya pemungutan, kita salah satunya 

ya ini, door to door tadi, jadi kita langsung petugas kita yang jemput 

bola ke masing-masing objek pajak yang nagih, jadi biaya 

pemungutan untuk mekanisme lain itu bisa di tekan, yang utama 

door to door sih yang kita lakukan. Jadi door to door itu kita disini 

tiap karyawan dikasih 100 himbauan, jadi masing-masing orang 

bertanggung jawab atas SPPT yang dipegang langsung ke WPnya”. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, pada intinya DPPK Kota Surabaya 

melakukan upaya untuk meminimalisir biaya pemungutan, serta 

meningkatkan efisiensi administrasinya dengan memanfaatkan kemampuan 

Sumber Daya Manusia dan teknologi yang dimilikinya saat ini. Upaya 

tersebut dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya dengan memberikan 

tanggung jawab tambahan bagi semua karyawannya untuk menyampaikan 

himbauan SPPT kepada Wajib Pajak. Di samping itu, DPPK Kota Surabaya 

juga memaksimalkan perkembangan teknologi untuk menunjang efektivitas 

dan efisiensi segala urusan aktivitas administrasi mereka, serta 

memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk lebih memaksimalkan 

kinerjanya. 

e. Koordinasi dengan instansi terkait 

DPPK Kota Surabaya dalam menjalankan kegiatan perpajakan 

daerah, khususnya terkait dengan PBB Perkotaan secara langsung  juga 

melibatkan beberapa instansi yang bertujuan untuk memperlancar 

kegiatannya, beberapa diantaranya meliputi, Kelurahan, Linmas, Satpol PP, 

dan Bank Jatim. Upaya tersebut disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit 

Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 

April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa: 

“Koordinasi kita laksanakan dengan beberapa pihak, seperti dengan 

kelurahan, kita koordinasi tentang penyampain SPPTnya, sebelum 

nanti dilanjut ke RT RW kita juga ada koordinasi lagi, selain itu 

dalam pelaksanaan mobling kita juga ada koordinasi dengan Bank 

Jatim untuk penerima pajaknya, dan juga ada koordinasi dengan 

Linmas juga untuk pemungutan PBB apabila dirasa memang 

memerlukan bantuan Linmas”. 
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Di waktu yang berbeda, BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota 

Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB 

menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya, 

bahwa: 

“Dalam melakukan pemungutan PBB DPPK melakukan koordinasi 

dengan instansi lain, seperti yang saya jelaskan tadi kita dengan 

kelurahan juga difasilitasi, trus kita juga dengan Bank Jatim 

terutama selaku penerima uangnya, trus juga untuk penagihan kita 

bersama Linmas dan Satpol PP, itu yang terlibat langsung, kalau 

untuk yang tidak langsung banyak juga, jadi untuk penarikan PBB 

menara ini kita kan juga ada dari Diskominfo”. 

Keterangan tersebut didukung oleh penjelasan IS sebagai Kepala Seksi 

Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB menyatakan bahwa: 

“Untuk pemungutan PBB DPPK tidak sendirian, kami juga 

melibatkan pihak Kelurahan untuk penyampaian SPPT, trus untuk 

pemungutan pada saat-saat penting kita melibatkan Satpol PP dan 

Linmas, trus kita juga berkoordinasi dengan Bank Jatim selaku kas 

daerah dalam pembayaran PBB, mereka juga terlibat dalam kegiatan 

mobil keliling”. 

f. Sosialisasi 

Sosialisasi dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dalam melakukan 

sosialisasi DPPK Kota Surabaya melakukan beberapa upaya, seperti yang 

disampaikan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya 

dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa:  

“Untuk sosialisasinya berkoordinasi dengan pihak kelurahan, 

kelurahan nanti memfasilitasi untuk pertemuan dengan warga di per 

RW itu kita sosialisasi, kita juga ada kegiatan mobling itu kita pakai 
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pengeras masjid itu untuk woro-woro bahwa ada mobil keliling 

untuk pembayaran di suatu tempat. Jadi tempat itu gak harus di 

kantor kelurahan, bisa di lapangan, bisa di pasar, jadi kita 

informasinya bisa lewat situ”. 

Keterangan tersebut didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh IS 

sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB 

dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB 

menyatakan bahwa: 

“Dalam upaya meningkatkan penerimaan PBBnya, DPPK Kota 

Surabaya juga melakukan sosialisasi ke Kelurahan, nanti diteruskan 

ke RT dan RW, disamping juga memasang spanduk-spanduk 

himbauan tentang PBB di beberapa tempat yang strategis, tujuannya 

agar sosialisasi yang dilakukan dapat disampaikan kepada 

masyarakat secara luas yang menetahui dan membaca spanduk 

tersebut”. 

Tanggapan yang mendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh BT 

sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan dalam wawancara pada tanggal 30 

April 2014, pukul 14.15 WIB, beliau menyatakan bahwa “Sosialisasi ada, 

biasanya juga di dalam bentuk spanduk spanduk gitu, isinya pemberitahuan 

jatuh tempo pembayaran PBB”. Penjelasan yang sama juga disampaikan 

oleh BR sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan dalam wawancara pada 

tanggal 29 April 2014, pukul 09.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa, 

“Untuk sosialisasi itu ada mas, biasanya saya pernah lihat itu mobil keliling 

sambil menyampaikan informasi tentang PBB, selain itu juga pernah lihat 

spanduk-spanduk PBB”. 

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 
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Perkotaan. Sosialisasi dilaksanakan DPPK Kota Surabaya dengan 

koordinasi bersama pihak Kelurahan, yang selanjutnya mengumpulkan 

warga dari masing-masing RW setempat untuk mendapatkan penjelasan 

terkait kewajiban perpajakan khususnya Pajak bumi dan Bangunan 

Perkotaan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Di samping itu, DPPK 

Kota Surabaya juga memasang spanduk-spanduk yang berisi tentang 

himbauan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dibeberapa tempat yang 

strategis sebagai bentuk menyampaikan sosialisasi lebih lanjut. 

g. Mobil Keliling PBB Perkotaan 

DPPK Kota Surabaya dalam rangka mengoptimalkan pemungutan 

PBB Perkotaan mengadakan pelayanan pemungutan PBB Perkotaan 

menggunakan Mobil Keliling. Upaya tersebut dilakukan guna memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB 

Perkotaan. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan 

dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, 

pukul 16.12 WIB tentang rutinitas melaksanakan mobil keliling bahwa: 

“Rutinitas kita setiapmelakukan mobling, pada waktu keliling kita 

juga ada dari Bank Jatim, ada UPTD juga selaku 

kepanjangtangannannya dari DPPK, ada 8 UPTD yang terlibat 

untuk membantu proses pemungutan mobling, mobling ini 

dilakukan tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam 

membayar PBBnya”. 

Berkaitan tentang Mobil Keliling IS sebagai Kepala Seksi Pajak 

Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB menyatakan bahwa: 
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“Mobil keliling merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan PBB, selain itu juga untuk mensukseskan pelayanan 

PBB, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat Kota Surabaya selaku Wajib Pajak. Ini merupakan salah 

satu terobosan yang diharapkan kesadaran masyarakat sebagai 

Wajib Pajak bisa lebih meningkat, serta mempermudah mereka 

untuk membayar PBB”. 

Pelaksanaan mobil keliling bekerjasama dengan pegawai Bank 

Jatim sebagai pihak yang menerima pembayaran PBB Perkotaan. 

Selanjutnya pihak Bank Jatim sebagai teller yang menerima pembayaran 

PBB Perkotaan dari Wajib Pajak akan langsung memasukan hasil transaksi 

tersebut ke Kas Daerah. Seperti yang dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi 

Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 

2014, pukul 09.45 WIB menyatakan  bahwa “Kita kerjasama dengan Bank 

Jatim jadi petugas DPPK tidak menerima uang, uang pembayaran langsung 

masuk di rekening Bank Jatim, jadi setiap mobil keliling atau loket itu yang 

menerima uang langsung teller Bank Jatim”.  

Dilaksanakannya pemungutan PBB Perkotaan menggunakan mobil 

keliling sangat menguntungkan bagi DPPK Kota Surabaya dan Wajib Pajak. 

Adanya mobil keliling memudahkan masyarakat untuk membayar 

tanggungan PBB Perkotaan mereka, masyarakat mengakui bahwa mereka 

tidak perlu repot-repot unuk pergi ke Bank dalam memenuhi kewajiban 

PBB Perkotaan mereka. Berikut ini merupakan penjelasan dari Wajib Pajak 

PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 

2014, pukul 19.15 WIB menyatakan bahwa “Mobil keliling yang datang ke 

kelurahan itu sangat membantu mas, jadi masyarakat gak perlu repot-repot 
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pergi ke Bank, kalo kaya gini kan kerjaan susah buat ditinggalin, jadi 

menurut saya pribadi memang lebih terbantu dengan adanya mobil 

keliling”. 

Sejauh ini pelaksanaan mobil keliling pembayaran PBB Perkotaan 

yang dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya sudah bisa dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat Kota Surabaya. Sebelum mengadakan mobil 

keliling di suatu tempat, DPPK terlebih dahulu memberikan informasi 

tentang lokasi pembayaran tersebut, jadwal pelaksanaan mobil keliling yang 

telah dilakukan DPPK Kota Surabaya terdapat pada Lampiran 6. 

5. Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB Perkotaan 

Mekanisme dan prosedur pemungutan PBB Perkotaan seperti yang 

dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan 

dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa: 

“Setelah ketetapan ditetapkan itu akan diterbitkan per 1 januari sudah 

ada penetapan pajak, itu dicetak secara masal, baru kita kirimkan ke 

masyarakat, melalui UPTD dan Kelurahan, habis itu disampaikan ke 

RT untuk proses pungut, baru kita sama-sama masyarakat kita lakukan 

pemungutan, dikatakan pemungutan itu kan dari awal sampai akhir, 

dari penetapan, pendataan, penetapan sampai penagihan”. 

Berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pemungutan PBB Perkotaan juga 

dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, 

dan BPHTB dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB 

menyatakan bahwa: 

“Pemungutan PBB itu dilakukan setelah SPPT dicetak oleh Dinas, 

selanjutnya setelah itu akan dikirim ke masing-masing UPTD yang 

menaungi beberapa kecamatan di wilayahnya, selanjutnya akan 

didistribusikan ke Kelurahan untuk nantinya disampaikan ke RT RW 

untuk diserahkan ke masyarakat”. 
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Berikut ini merupakan data tentang mekanisme dan prosedur pemungutan PBB 

Perkotaan di Kota Surabaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB Perkotaan Kota 

Surabaya 

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014. 

Gambar 7 menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan 

pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dilakukan oleh DPPK Kota 

Surabaya. Setiap tahunnya SPPT PBB Perkotaan dicetak secara massal dan 

didistribusikan ke 8 (delapan) UPTD, selanjutnya didistribusikan menuju ke 

Kelurahan yang menjadi wilayah masing-masing UPTD untuk diserahkan ke 

RT/RW, selanjutnya RT/RW menyerahkan ke Wajib Pajak PBB Perkotaam 

yang ada di daerahnya. Contoh SPPT dan SSPD PBB Perkotaan yang dicetak 

terdapat dalam Lampiran 7, ketentuan tenang format dan isi SPPT dan SSPD 

PBB Perkotaan tersebut diatur dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2012 yang 

SPPT dicetak oleh 

DPPK Kota Surabaya 8 (delapan) UPTD 

RT/RW Kelurahan 

Wajib Pajak 

Bendahara DPPK Kota 

Surabaya 
Bank Jatim 
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tanpa tunggakan 

pajak 

memiliki tunggakan 
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terdapat dalam Lampiran 8 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 

66 Tahun 2013 yang terdapat dalam Lampiran 9. Setelah SPPT diterima, Wajib 

Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo yang telah 

ditetapkan. Pembayaran pajak dapat dibayarkan ke Bank Jatim, namun untuk 

Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak sebelumnya pembayaran 

dilakukan ke Bendahara Dinas Pendapaan dan selanjutnya masuk ke Kas 

Daerah. 

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya merupakan salah satu 

sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

daerahnya, Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya terdapat dalam Lampiran 

10. Sumber PAD yang dimiliki oleh Kota Surabaya berasal dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setiap tahunnya Pemerintah Kota 

Surabaya menyusun target penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. Berikut ini merupakan tabel anggaran dan realisasi PAD Kota 

Surabaya: 

Tabel 8. Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2013 

Tahun 

Anggaran 

Target 

(Rupiah) 

Realisasi 

(Rupiah) 

Prosentase 

(%) 

2011 2.139.625.575.460 1.886.514.301.578 88,17 

2012 2.341.265.681.882 2.279.613.848.832 97,37 

2013 2.657.109.226.595 2.791.580.050.710 105,06 

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

Tabel 8 di atas menunjukan bahwa target dan realisasi PAD Kota 

Surabaya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 target 
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PAD Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.139.625.575.460 dan realisasi 

penerimaannya sebesar Rp 1.886.514.301.578, prosentase realisasi 

pencapaiannya sebesar 88,17% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 

2012 target PAD Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.341.265.681.882 dan 

realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.279.613.848.832, prosentase realisasi 

pencapaiannya sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, 

pada tahun 2013 target PAD sebesar Rp 2.657.109.226.595 dan realisasi yang 

dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.791.580.050.710, 

prosentase realisasi pencapaiannya sebesar 105,06% dari target yang telah 

ditetapkan. 

C. Analisis Data dan Interpretasi 

1. Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan 

Menurut teori yang dijelaskan dalam Bab II tentang upaya yang perlu 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan 

daerah antara lain melalui beberapa cara, di antaranya: memperluas basis 

penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, 

meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, 

meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. 

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya dalam praktiknya 

meliputi beberapa kegiatan, di antaranya; perbaikan dan pemeliharaan basis 

data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan 

pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi 



77 
 

 
 

dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling PBB Perkotaan. Secara 

keseluruhan jika dibandingkan dengan teori yang ada, pelaksanaan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan sudah “sangat 

baik”. Penilaian tersebut dilihat dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

DPPK Kota Surabaya dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan sudah mencakup semua kegiatan yang terdapat dalam teori yang 

dijelaskan dalam Bab II, justru terdapat beberapa upaya tambahan yaitu 

sosialisasi dan mobil keliling PBB Perkotaan. Kedua kegiatan tersebut 

merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor PBB Perkotaan. 

2. Efektivitas Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan 

Penilaian efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan di Kota Surabaya digunakan serangkaian ukuran yang meliputi: 

yield (hasil), equity (keadilan), economic efficiency (daya guna ekonomi), 

ability to implement (kemampuan melaksanakan), dan suitability as a local 

revenue source (kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah). Kelima aspek 

tersebut digunakan sebagai kriteria penilaian efektivitas intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

melalui DPPK Kota Surabaya. Berikut ini merupakan analisis dan interprestasi 

data dengan kelima kriteria tersebut: 

a. Yield (Hasil) 

Indikator pertama dalam menilai efektivitas pelaksanaan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yaitu dengan melihat dari aspek 
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yield (hasil), dalam hal ini diketahui dari jumlah ketetapan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perkotaan yang dapat 

tersampaikan kepada Wajib Pajak. Sampai saat ini masih ada SPPT yang 

tidak daat tersampaikan setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh IS 

sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB 

dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB 

menyatakan bahwa: 

“Sampai saat ini penyampaian SPPT PBB belum bisa mencapai 

100% dari keseluruhan SPPT yang telah tercetak oleh Dinas, hal itu 

terjadi karena beberapa hal, di antaranya ada SPPT yang masih salah 

nama atau alamatnya, ada juga yang karena rumah atau 

bangunannya itu tidak ada penghninya, jadi tidak dapat disampaikan 

SPPTnya”. 

Penjelasaan tentang alasan pengembalian SPPT juga disampaikan oleh ID 

Koordinator Penetapan PBB dalam wawancara pada tanggal 20 Mei 2014, 

pukul 16.30 WIB  bahwa: 

“Tidak tersampaikannya SPPT yang telah itu dikarenakan banyak 

hal, antara lain ternyata objek PBBnya itu merupakan tanah kosong, 

trus Wajib Pajaknya di luar kota rumahnya tidak ditempati jadi tidak 

ada yang ditemui, nama atau alamat Wajib Pajaknya salah/tidak 

jelas, itu yang menyebabkan SPPT masih belum bisa tersampaikan 

100%”. 

Berdasarkan data DPPK Kota Surabaya tahun 2012 sebanyak 

513.084 lembar SPPT yang tercetak, terdapat 13.274 lembar SPPT yang 

tidak tersampaikan. Selanjutnya pada tahun 2013 sebanyak 560.197 lembar 

SPPT yang tercetak, terdapat 14.662 lembar SPPT yang tidak 

tersampaikan. Adanya SPPT yang tidak tersampaikan itu disebabkan oleh 
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beberapa faktor, seperti objek pajak berupa tanah kosong, tidak ditempati 

oleh Wajib Pajak sendiri, alamat/nama Wajib Pajak tidak jelas.  

Prosentase pencapaian distribusi SPPT yang dilakukan oleh DPPK 

Kota Surabaya dapat menunjukan efektivitas intensifikasi pemungutan 

PBB Perkotaan, prosentase menunjukan pencapaian tahun 2012 dan 2013 

sebesar 97% dari jumlah SPPT yang dicetak. Jika dilihat prosentase 

pendistribusian SPPT tersebut dapat dimasukan ke dalam kriteria 

pengukuran efektivitas yang mana distribusi SPPT yang dilakukan oleh 

DPPK termasuk ke dalam kriteria “Efektif”. Berikut ini merupakan data 

distribusi SPPT yang tercetak dan tidak tersampaikan pada tahun 2012 dan 

2013: 

Tabel 9. Prosentase Distribusi SPPT PBB Perkotaan Tahun 2012-2013 

Tahun Jumlah 

SPPT 

(lembar) 

Tersampaikan 

(lembar) 

Tidak 

Tersampaikan 

(lembar) 

Prosentase 

(%) 

2012 513.084 499.810 13.274 97 

2013 560.197 545.535 14.662 97 

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014. 

Selain melihat dari sisi pendistribusian SPPT, indikator hasil juga 

dapat dilihat dari sejauh mana realisasi dar target yang telah ditetapkan 

sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak 

Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa: 

“Realisasi penerimaan PBB sampai saat ini cukup bagus, meski 

memang masih saja belum bisa mencapai 100% penerimaannya, 

soalnya juga ada SPPT yang belum bisa tersampaikan, tapi secara 
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keseluruhan dari tahun ke tahun penerimaan PBB itu terus 

menunjukan peningkatan”. 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit 

Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 

April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa: 

“Intensifikasi pemungutan PBB yang dilakukan sampai saat ini 

cukup membuahkan hasil yang memuaskan, setiap tahun 

realisasinya selalu meningkat, dari tehun ke tahun khususnya setelah 

pengalihan terus menunjukan peningkatan, meskipun belum bisa 

menunjukan angka 100%, soalnya masih juga ditemui SPPT yang 

kembali”. 

Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan Kota Surabaya dari 

aspek hasil (yield) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi 

pencapaian target PBB Perkotaan dengan target yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan teori yang dijelaskan oleh Halim (2004:164) dengan 

menghitung prosentase perbandingan antara target dan realisasi PBB 

Perkotaan, hal itu dilakukan untuk mengetahui prosentase pencapaiannya. 

Berikut ini merupakan penghitungan prosentase pencapaian target PBB 

Perkotaan berdasarkan Tabel 2 tentang target dan realisasi penerimaan 

PBB Perkotaan tahun Anggaran 2011-2013 Kota Surabaya: 

Prosentase pencapaian target tahun 2011 = 
498.640.108.489

710.000.000.000
𝑥 100% 

       = 70,23 % 

Prosentase pencapaian target tahun 2012 = 
572.292.265.076

790.613.785.000
𝑥 100% 

       = 72,38 % 

Prosentase pencapaian target tahun 2013 = 
606.061.761.816

732.465.308.000
𝑥 100% 

       = 82,74 % 
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Berdasarkan data penghitungan prosentase pencapaian target PBB 

Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013, semua pencapaiannya 

belum ada yang mampu mencapai prosentase 100%. Berikut merupakan 

tabel tentang prosentase pencapaian target PBB Perkotaan Kota Surabaya 

tahun 2011-2013: 

Tabel 10. Prosentase Pencapaian Target PBB Perkotaan Kota Surabaya  

    Tahun 2011-2013 

Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Prosentase (%) 

2011 710.000.000.000 498.640.108.489 70,23 

2012 790.613.785.000 572.292.265.076 72,38 

2013 732.465.308.000 606.061.761.816 82,74 

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, realisasi pencapaian target PBB 

Perkotaan Kota Surabaya setiap tahunnya selalu menunjukan peningkatan. 

Namun, jika dilihat menggunakan kriteria penilaian efektivitas yang 

dikemukakan oleh Munir (2004), realisasi pencapaian target pada tahun 

2011 sampai dengan 2012 menunjukan prosentase antara (60-80%) yang 

berarti pencapaian tersebut masih tergolong dalam kriteria “Kurang 

Efektif”. Selanjutnya pencapaian tahun 2013 termasuk dalam kategori 

“Cukup Efektif”, karena pencapaian targetnya mencapai 82,74% yang 

berarti pencapaiannya masuk dalam kriteria antara 80-90%. Melihat 

kenyataannya realisasi yang dicapai belum bisa dicapai mencapai 100%. 

b. Equity (Keadilan) 

Indikator kedua dalam megetahui efektivitas intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan adalah dengan melihat dari aspek equity 
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(keadilan) yang berkaitan dengan pemungutan PBB Perkotaan adalah 

adanya kejelasan tentang dasar penetapan PBB Perkotaan dan kewajiban 

membayar pajak harus jelas, dan tidak sewenang-wenang dalam arti beban 

PBB Perkotaan harus adil secara horisontal bagi semua kelompok 

masyarakat. Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan dari 

aspek equity (keadilan) dapat dilihat dari seberapa jauh pemerintah 

menetapkan aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang terhadap 

kewajiban. Sehingga equity (keadilan) yang berkaitan dengan pemungutan 

PBB Perkotaan ini dikaitkan dengan sejauh mana Pemerintah 

mengupayakan keadilan yang sebaik-baiknya serta penilaian dari Wajib 

Pajak dalam membayar PBB Perkotaan. 

DPPK Kota Surabaya berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pasal 6 ayat 2 melakukan 

penetapan NJOP setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu 

dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, hal 

itu merupakan suatu bentuk kejelasan tentang dasar penetapan PBB 

Perkotaan agar NJOP yang ditetapkan lebih sesuai dengan keadaan yang 

terbaru. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan NJOP yang dilakukan 

oleh DPPK Kota Surabaya setiap setahun sekali, seperti yang dijelaskan 

oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam 

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa: 

“Dasar penetapan NJOP, kita setiap tahun mesti evaluasi, terutama 

akhir tahun karena kan penetapannya 1 Januari, jadi akhir tahun kita 

evaluasi terutama harga-harga tanah yang melakukan transaksi. Jadi 

yang ada kenaikan harga tanah kita evaluasi kita tetapkan NJOPnya 
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sesuai dengan arah pergerakan harga tadi, kalau memang harganya 

disitu memang ramai mahal ya kita naikkan, itu kita lakukan setiap 

tahun evaluasinya”. 

 

Berkaitan dengan keadilan dari sisi tarif PBB Perkotaan, Pemerintah 

Kota Surabaya dalam Pasal 7 Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan mengatur secara detail mengenai tarif yang 

diberlakukan di Kota Surabaya. Penetapan tarif tersebut sudah 

diperhitungkan sebelumnya agar sesuai dengan kondisi di lapangan dan 

dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

Berkaitan dengan hal tersebut, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan 

Keberatan Pengurangan dalam  wawancara pada tanggal 17 April 2014, 

pukul 15.41 WIB menyatakan tentang penetapan tarif PBB Perkotaan 

bahwa “Kalau Surabaya sudah diperhitungkan, karena sudah dianalisis jadi 

tarif 0,1 kalangan menengah kebawah, kalau yang 0,2 menengah keatas. 

Jadi untuk disinsentif dan insentif itu adalah dampak dari keduanya ini 

untuk bagaimana mereka lebih taat lagi”. Selanjutnya BM sebagai Wajib 

Pajak PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 

April 2014, pukul 19.15 WIB membenarkan bahwa tarif yang ada saat ini 

sudah cukup adil, dan tidak terlalu mahal, berikut penjelasan beliau “Tarif 

menurut saya juga gak terlalu mahal mas, karena itu juga setahun sekali, 

jadi gak kerasa”. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh BR sebagai 

Wajib Pajak PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada 

tanggal 29 April 2014, pukul 09.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa: 

“Tarif PBB saya rasa juga gak mahal, kalau dilihat dari 

pembayarannya juga tiap tahun, jadi gak begitu kerasa, walaupun 
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kadang juga kaget, loh tiba-tiba sudah saatnya bayar pajak, kadang 

pas gak siap juga soalnya uangnya pas kepakai buat keperluan yang 

lain, tapi jika dihitung setahun bayar segitu juga gak mahal 

sebenarnya, sebandinglah itung-itung katanya pajak juga buat 

bangun bangsa”. 

Jika dilihat dari sisi lain, ternyata kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Surabaya masih belum bisa mencapai tujuannya, 

karena masih ada Wajib Pajak yang menyatakan keberatan terhadap tarif 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut disampaikan 

oleh BT sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan Kota Surabaya dalam 

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 14.15 WIB menyatakan 

bahwa “Untuk tarif itu anu mas, kaya disini masuk gang itu ya lumayan 

berat, cuma gak sampai membebani, soalnya juga harga tanahnya gak 

terlalu tinggi, seperti ini kan di dalam”. Keterangan yang mendukung juga 

disampaikan oleh BX Wajib Pajak PBB Perkotaan Kota Surabaya dalam 

wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, pukul 02.42 WIB menyatakan bahwa: 

“Tarif PBB bagi yang mampu ya tidak berat, tapi bagi yang tidak 

mampu ya terasa berat, soalnya kaya di sini NJOPnya itu gak sesuai 

mas, saya dulu belinya gak semahal kaya apa yang disetujui kantor 

waktu ngurus surat-surat pembelian itu,alasannya NJOPnya 

memang segini pak, ya mungkin masih perlu untuk di data lagi biar 

pas”. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak PBB Perkotaan 

ternyata sedang ditanggapi secara baik oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Pemerintah Kota Surabaya saat ini merencanakan untuk membuat sebuah 

kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan menetapkan tarif yang lebih 

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seperti yang dijelaskan oleh BA sebagai 
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Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada 

tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB menyatakan bahwa: 

“Untuk tarif sekarang kita tetap mengacu pada Perda Nomor 10 

Tahun 2010, tarifnya 0,1% dan 0,2% tapi untuk kedepannya kita 

sedang proses agar lebih beragam tarifnya, sehingga nanti efek 

kenaikannya itu tidak terlalu signifikan terasanya. Jadi gak dari 0,1 

ke 0,2 langsung, ada 0,15, 0,18, kenaikannya gak langsung 2 kali 

lipat dari 0,1 ke 0,2 agar kenaikannya lebih ideal, tapi itu masih 

belum, masih belum ada peraturan kesana, masih wacana, sedang 

kita proses”. 

Melihat penjelasan di atas, efektivitas dari sisi keadilan (equity) saat 

ini jika dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak masih belum mencapai 

keadilan yang sepenuhnya diharapkan oleh Wajib Pajak. Ada wajib Pajak 

yang sudah merasa adil, namun terdapat Wajib Pajak yang merasa bahwa 

tarif PBB Perkotaan yang ada saat ini masih memberatkan mereka. Saat ini 

Pemerintah Kota Surabaya merencanakan sebuah kebijakan yang berkaitan 

dengan tarif PBB Perkotaan yang lebih bervariatif untuk menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat secara detail guna mewujudkan keadilan yang 

benar-benar diharapkan. Secara keseluruhan dari sisi keadilan yang 

berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan di Kota Surabaya tergolong dalam 

kriteria “Cukup Efektif”, karena masih ada Wajib Pajak yang menyatakan 

keberatan atas tarif yang ada saat ini. 

c. Economic Efficiency (Daya Guna Ekonomi) 

Indikator ketiga dalam mengetahui efektivitas intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan dari sisi economic efficiency (daya guna 

ekonomi) dapat dilihat dengan mengetahui sejauh mana PBB Perkotaan 

sebagai salah satu Pajak Daerah di Kota Surabaya mampu mendorong 
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kegiatan perekonomian, atau setidaknya tidak menjadi penghambat 

jalannya kegiatan perekonomian. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan 

di Kota Surabaya sampai saat ini tidak mengganggu perkembangan 

ekonomi yang ada dan justru mendorong kemajuan perekonomian di Kota 

Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan 

dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, 

pukul 15.41 WIB menyatakan berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan, 

bahwa: 

“Sekarang perjalanan 3 tahun wilayah Surabaya Barat itu 

pertumbuhannya tinggi, langsung meningkat, disana sudah mulai 

tumbuh mall-mall, apartemen dan lain-lain, dengan kita mengelola 

dan tahu betul, akhirnya pengusaha itu percaya, akhirnya apa, 

disitulah tumbuhlah perekonomian, sedangkan Surabaya 

programnya adalah menjadi Kota Jasa dan Perdagangan”. 

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan penjelasan BA sebagai Staff 

Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam  wawancara pada tanggal 30 

April 2014, pukul 09.45 WIB menyatakan bahwa “Jadi banyak bangunan 

terutama apartemen bangunan tinggi yang baru, hotel-hotel juga banyak 

yang baru, perumahan-perumahan juga masih tumbuh pesat di Surabaya, 

trus juga banyak dibuka akses jalan baru kaya merr, lingkar barat, lingkar 

timur”. 

Dilihat dari penjelasan yang ada, perkembangan perekonomian di 

Kota Surabaya sejauh ini selalu meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya data perkembangan PDRD sektor konstruksi tahun 2008-

2012 yang ditunjukan dalam gambar berikut: 
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Gambar 8. Perkembangan PDRB Sektor Konstruksi 

Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2008-2012 

Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

Gambar 8 menunjukan perkembangan PDRD sektor konstruksi 

yang ada di Kota Surabaya berdasarkan data dari BPS Kota Surabaya pada 

tahun 2014. Pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 11.340 kemudian 

meningkat pada tahun 2012 menjadi 12.249, dan terus mengalami kenaikan 

hingga tahun 2012. Perkembangan konstruksi yang ada, selain menunjukan 

besarnya potensi PBB Perkotaan, juga sebagai salah satu ukuran seberapa 

besar perkembangan perekonomian di Kota Surabaya ke depannya akan 

berkembang. 

Selain itu perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 

yang semakin meningkat juga ditunjukan oleh data peningkatan beberapa 

sektor industri pengolahan yang ada di Kota Surabaya. Data berikut 

merupakan pertumbuhan perekonomian dari beberapa Sub Sektor yang 

terdapat dalam Sektor Industri Pengolahan pada Tahun 2009-2012 yang ada 

di Kota Surabaya. Berikut ini merupakan tabel PDRB Kota Surabaya 

menurut ADHB sektor industri pengolahan: 

 

11.340 12.249
14.206

16.218
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Tabel 11. PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha ADHB Sektor  

    Industri Pengolahan Tahun 2009-2012 ( Rp 000.000 ) 
No Sub Sektor 2009 2010 2011 2012 

1 
Makanan, 

Minuman & 

Tembakau 

  

18.930.345,92  

  

20.987.750,10  

  

23.911.400,96  

  

27.266.417,17  

2 
Tekstil, Barang 

Kulit & Alas Kaki 

       

768.753,54  

       

901.550,67  

    

1.024.123,26  

    

1.143.622,39  

3 
Barang Kayu & 

Hasil Hutan 

Lainnya 

    

1.282.631,66  

    

1.358.080,37  

    

1.448.754,22  

    

1.520.543,33  

4 
Kertas & Barang 

Cetakan 

    

3.611.228,12  

    

3.883.311,99  

    

4.271.126,87  

    

4.642.991,87  

5 
Pupuk, Kimia & 

Barang dari Karet 

    

3.139.352,14  

    

3.499.734,49  

    

3.899.583,18  

    

4.331.922,92  

6 
Semen & Barang 

Galian Non Logam 
    574.751,64       625.495,66       690.185,92       748.921,38  

7 
Logam Dasar Besi 

& Baja 

    

7.202.652,67  

    

7.884.681,71  

    

8.808.879,48  

    

9.884.659,17  

8 

Alat Angkutan, 

Mesin & 

Peralatannya 

 3.193.002,65    3.566.382,26    3.990.578,18    4.396.952,95  

9 Barang Lainnya   2.574.305,70    2.801.533,76    3.143.669,87    3.443.250,42  

Jumlah 

  

41.277.024,04  

  

45.508.521,01  

  

51.188.301,94  

  

57.379.281,60  

 Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 

  Berdasarkan data Tabel 11 dapat diketahui bahwa efektivitas 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya jika dilihat dari 

aspek daya guna ekonomi (economic efficiency) menunjukan bahwa 

perkembangan PDRB pada sektor industri pengolahan dalam tiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada semua sub sektor industri 

pengolahan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB setiap tahunnya 

menunjukan bahwa dengan adanya intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan di Kota Surabaya tidak mengganggu keadaan perekonomian di 

Kota Surabaya, dan justru mendorong majunya perekonomian di Kota 

Surabaya. Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi daya guna ekonomi 

menunjukan bahwa perkembangan daya guna ekonomi “Sangat Efektif”. 

Perkembangan PDRB akan sejalan dengan meningkatkan potensi 
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penerimaan PBB Perkotaan, maka optimalisasi melalui intensifikasi 

pemungutan PBB PErkotaan perlu untuk terus ditingkatkan. 

d. Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan) 

 Ability to implement (kemampuan melaksanakan) merupakan 

indikator ke empat dalam mengetahui efektivitas intensifikasi pemungutan 

PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dilihat dari sudut pandang 

kemampuan pegawai DPPK Kota Surabaya sebagai pelaksana kegiatan 

tersebut. Kemampuan pegawai DPPK berpengaruh dalam mencapai tujuan 

organisasi, khususnya dalam kegiatan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan. Kemampuan 

pegawai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki, berikut ini 

merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai DPPK 

yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan intensifikasi: 

Tabel 12. Tingkat  Pendidikan   Pegawai/Karyawan   DPPK Kota  Surabaya  

    Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, BPHTB dan 8 UPTD (per  

September 2013) 

Tingkat Pendidikan Formal Jumlah (orang) Prosentase (%) 

SD 6 3 

SMP 12 5 

SMA/SMK 90 40 

D1 5 2 

D3 9 4 

S1 90 40 

S2 13 6 

JUMLAH 225 100 

 Sumber: DPPK Kota Surabaya, (Data diolah), 2014. 

Data tabel di atas menunjukan jumlah pegawai/karyawan Seksi PPJ, 

Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB DPPK Kota Surabaya dan ke 8 UPTD-

nya sebagai tombak pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan 
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sebanyak 98% sudah menempuh pendidikan dasar minimal SMA. Jumlah 

tersebut menunjukan bahwa DPPK Kota Surabaya, khususnya Seksi PPJ, 

Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB dan 8 UPTD-nya memiliki sumber 

daya manusia yang cukup memadahi. Jika dilihat dari segi pendidikan yang 

di atas rata-rata, dapat dipastikan mampu menjalankan kegiatan perpajakan 

daerah khususnya terkait tentang intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. 

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh DPPK, jika 

dilihat dari sisi kemampuan pegawai/karyawan dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut sudah cukup baik. Melihat tingkat pendidikan 

pagawai/karyawan dipastikan mampu untuk melakukan kegiatan 

intensifikasi memiliki semangat untuk menjalankannya dengan baik. Di 

dalam praktiknya, pegawai yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak 

itu merupakan pegawai yang memiliki pendidikan formal setara 

Sarjana/Diploma 3. Berikut ini penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit 

Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 

April 2014, pukul 15.41 WIB, beliau menyatakan bahwa “Kalau 

intensifikasi ya sebenarnya kita tidak membedakan, untuk golongan yang 

kebanyakan kita pakai itu golongan 3 sarjana-sarjana D3, trus kalau untuk 

golongan 2 biasanya kita hanya untuk menyampaikan”. 

Pada kesempatan yang sama, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan 

Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, 

pukul 15.41 WIB, beliau juga menjelaskan tentang kecakapan  yang dimiliki 
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oleh pegawai/karyawan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kegiatan yang dilakukan saat di lapangan. Berikut ini penjelasan beliau: 

“Kita ada Tim Schedulnya ini melakukan penagihan, ini melakukan 

penyampaian, dalam penyampaian itu dalamnya langsung disisipin, 

kita ndak langsung ini sendiri-sendiri ndak, disaat kita melakukan 

penagihan itu menyelam sambil minum air, melakukan penagihan 

tapi kita kalau melihat melakukan ada pendataan bukan hanya PBB, 

ada restoran ada hiburan ada langsung kita sergap”. 

Kemampuan melaksanakan dalam mengoptimalkan pemungutan 

pajak melalui kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan harus 

dimiliki oleh DPPK Kota Surabaya. Secara keseluruhan, jika dilihat dari 

keterampilan pegawai dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi 

pemungutan PBB Perkotaan selama pelaksanaan intensifikasi pemungutan 

pajak sudah cukup baik, dan kemampuan yang dimiliki serta tingkat 

pendidikan formal pegawai telah menempuh minimal SMA/SMK. 

Jumlahnya mencapai 98% pegawai minimal SMA/SMK, hal itu 

menunjukan bahwa kemampuan yang dimiliki pegawai DPPK Kota 

Surabaya khususnya Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB dan 8 

UPTD-nya dalam melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan tergolong dalam kriteria “Efektif”.  

e. Suitability as a Local Revenue Source (Kecocokan sebagai Sumber 

Penerimaan Daerah)  

Suitability as a local revenue source (kecocokan sebagai sumber 

penerimaan daerah) merupakan indikator terakhir dalam mengetahui 

efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, hal itu dilihat dari 

seberapa besar peran PBB Perkotaan sebagai salah satu pendapatan daerah 
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yang potensial, serta pemungutannya tidak menjadi beban yang lebih besar 

dari kemampuan DPPK Kota Surabaya sebagai pelaksana kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Peran PBB Perkotaan dalam 

pendapatan daerah sangatlah besar dalam PAD yang berasal dari Pajak 

Daerah. PBB Perkotaan selalu menjadi sumber penerimaan terbesar yang 

menjadi andalan dari pendapatan Pajak Daerah. Seperti yang dijelaskan 

oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan 

BPHTB  dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB 

bahwa “PBB itu merupakan ikon penerimaan Pajak Daerah di Kota 

Surabaya, penerimaannya selalu menjadi yang terbesar, disusul oleh 

pendapatan yang berasal dari BPHTB”. 

Di waktu dan tempat yang berbeda, IN sebagai Kasub Unit 

Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 

April 2014, pukul 15.41 WIB menyatakan tentang kecocokan pelaksanaan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan sejak dilakukan oleh DPPK Kota 

Surabaya khususnya seksi Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB 

DPPK Kota Surabaya dan ke 8 UPTD-nya, beliau menjelaskan bahwa 

“PBB dulu kan ini 300 ya sebelum pengalihan, dulu kita kan bagi hasil 

disini, ini penerimaan murni tapi belum kita bagi kita kan dapat 60%, 

bareng kita kelola sendiri langsung 100% kita terima sekian terus naik 

sekian”. 

Selain itu, adanya kegiatan intensifikasi ini menurut 

pegawai/karyawan DPPK Kota Surabaya bukan menjadi sebuah beban 
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pekerjaan. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan 

dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, 

pukul 15.41 WIB menyatakan tentang penetapan tarif PBB Perkotaan, 

sebagai berikut: 

“Adanya kegiatan intensifikasi ini kalau menjadi beban saya kira 

nggak jadi gini, kalau mereka punya istilahnya ingin maju mereka 

bukan menjadi beban karena ingi belajar banyak, tapi ada orang 

yang tidak suka seperti itu. Kelemahannya biasanya kan orang yang 

dulu-dulu sudah usia, kalau diberikan beban seperti itu biasanya 

mengeluh, tapi kalau yang lebih muda biasanya lebih semangat”. 

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan juga 

mendapatkan tanggapan baik dari pegawai/karyawan yang melaksanakan 

kegiatan tersebut, karena dalam pelaksanaannya bisa lebih maksimal. 

Selama menjadi Pajak Pusat pegawai DPPK hanya menjadi tim penagih, 

namun dengan dialihkannya menjadi Pajak Daerah, mereka merasa lebih 

bisa melaksanakannya secara maksimal. Berikut ini merupakan penjelasan 

dari IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam 

wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB tentang keadaan 

tersebut: 

“Dulu kita dengan masih dikelola pusat kita hanya tim penagih, 

sekarang setelah dikelola sendiri tambah lebih hafal lagi, titik-

titiknya sudah hafal. Untuk bahwa ini potensi perlu dinaikan, ini 

NJOP perlu dinaikan, ZNTnya itu gimana, untuk peta bloknya itu 

saya bentuk seperti apa”. 

Kecocokan PBB Perkotaan sebagai sumber penerimaan daerah, 

serta tanggapan pegawai yang menyatakan kegiatan optimalisasi 

penerimaan PAD dengan melakukan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang 
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dilakukan pegawai DPPK merupakan kegiatan menunjang meningkatnya 

penerimaan dari sektor PBB Perkotaan yang menunjang peningkatan PAD, 

kegiatan tersebut juga tidak menjadikan beban dalam pelaksanaannya. 

Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, kegiatan intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dikatakan sangat 

cocok. 

3. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD 

PBB Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah dan dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya 

melalui DPPK Kota Surabaya. Sebagai salah sumber pendapatan daerah, PBB 

Perkotaan memiliki kontribusi terhadap pencapaian PAD setiap tahunnya. 

Semakin tinggi penerimaan PBB Perkotaan memungkinkan untuk 

berkontribusi yang tinggi terhadap realisasi PAD. Besarnya kontribusi PBB 

Perkotaan terhadap pencapaian PAD dapat deketahui dengan membandingkan 

realisasi PBB Perkotaan dengan realisasi PAD setiap tahunnya. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukan besarnya kontribusi PBB Perkotaan terhadap 

PAD Kota Surabaya: 

Tabel 13. Kontribusi Penerimaan PBB Perkotaan Terhadap PAD Kota  

    Surabaya 

Tahun 

Realisasi Penerimaan 

PBB Perkotaan 

(dalam Rupiah) 

Realisasi Penerimaan 

PAD 

(dalam Rupiah) 

Kontribusi 

(%) 

2011 498.640.108.489 1.886.514.301.578 26,43 

2012 572.292.265.076 2.279.613.848.832 25,10 

2013 606.061.761.816 2.791.580.050.710 21,71 

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 
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Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari 

tahun 2011-2013 terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 realisasi 

penerimaan PBB Perkotaan sebesar Rp 498.640.108.489, dan realisasi PAD 

PAD yang diterima Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 1.886.514.301.578. 

Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2011 

sebesar 26,43%. Besarnya kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase 

“20,10 – 30,00%” dan masuk dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi 

yang diberikan oleh PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya 

berada dalam kategori “Sedang”. 

Tahun 2012 realisasi penerimaan PBB Perkotaan meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan realisasi PBB Perkotaan 

menjadi Rp 572.292.265.076, dan realisasi PAD PAD yang diterima 

Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.279.613.848.832. Kontribusi PBB 

Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2012 sebesar 25,10%. 

Besarnya kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase “20,10 – 30,00%” dan 

masuk dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi yang diberikan oleh 

PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya berada dalam kategori 

“Sedang”. 

Tahun 2013 realisasi penerimaan PBB Perkotaan meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan realisasi PBB Perkotaan 

menjadi Rp 606.061.761.816, dan realisasi PAD yang diterima Pemerintah 

Kota Surabaya sebesar Rp 2.791.580.050.710. Kontribusi PBB Perkotaan 

terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2012 sebesar 21,71%. Besarnya 
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kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase “20,10 – 30,00%” dan masuk 

dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi yang diberikan oleh PBB 

Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya berada dalam kategori 

“Sedang”. 

Besarnya kontribusi PBB PErkotaan terhadap PAD Kota Surabaya 

yang ada menunjukan seberapa besar manfaat PBB Perkotaan dalam 

menunjang pengeluaran daerah yang berasal dari PAD Kota Surabaya setiap 

tahunnya. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 terus 

menunjukan peningkatan setiap tahunnya, namun meningkatnya jumlah 

realisasi penerimaan PBB Perkotaan bukan berarti prosentase kontribusinya 

juga akan meningkat. Seperti yang ditunjukan pada Tabel 13 terjadi penurunan 

prosentase kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 

2011-2013, hal tersebut terjadi karena peningkatan realisasi penerimaan PBB 

Perkotaan selalu diiringi dengan meningkatnya realisasi PAD setiap tahunnya. 

Berikut ini gambar prosentase pertumbuhan/perkembangan kontribusi PBB 

Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir mulai dari 

tahun 2011-2013: 

 

Gambar 9. Prosentase Pertumbuhan/Perkembangan Kontribusi PBB 

Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2013 

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014. 
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Pencapaian realisasi PBB Perkotaan merupankan hasil dari upaya 

optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya. Pencapaian realisasi PBB Perkotaan 

dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus menunjukan peningkatan. 

Peningkatan realisasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pencapaian 

PAD Kota Surabaya setiap tahunnya. Jika dilihat dari data tersebut 

menunjukan kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya sampai 

saat ini berada dalam kriteria “Sedang”. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Surabaya hanya 

dilakukan pemungutan PBB untuk wilayah Perkotaan, karena semua wilayah Kota 

Surabaya merupakan wilayah Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan 

PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya. Upaya mengoptimalkan penerimaan 

PBB Perkotaan dengan melakukan beberapa kegiatan. Pertama, pemeliharaan dan 

perbaikan basis data PBB Perkotaan dengan melakukan update data setiap saat 

ketika terjadi proses pembetulan data objek pajak PBB Perkotaan, proses keberatan 

atas SPPT, dan serta semua hal yang terkait tentang Objek Pajak PBB Perkotaan. 

Ke dua, memperkuat proses pemungutan dilakukan dengan cara menetapkan Perda 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta 

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan 
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mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh seluruh pegawai yang 

terlibat dalam kegiatan PBB Perkotaan. Ke tiga, meningkatkan pengawasan objek 

pajak dengan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: melakukan pemeriksaan 

terhadap data objek pajak, memeriksa kondisi objek pajak, serta menerapkan sanksi 

terhadap Wajib Pajak yang bermasalah. Ke empat, meningkatkan efisiensi 

administrasi dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi yang ada saat ini, 

sehingga mampu memudahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 

administrasi, serta untuk meminimalisir biaya administrasi. Ke lima, DPPK Kota 

Surabaya melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP, 

Linmas, Kelurahan, dan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan pemungutan 

PBB Perkotaan. Ke enam, sosialisasi yang dilakukan dengan beberapa metode 

seperti spanduk, media massa, dan lain-lain, serta yang terakhir dengan melakukan 

mobil keliling untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semua kegiatan 

tersebut dilakukan secara intensif oleh DPPK Kota Surabaya dalam rangka 

meningkatkan realisai PBB Perkotaan setiap tahunnya. Secara keseluruhan jika 

dibandingkan dengan teori yang dijelaskan dalam Bab II, pelaksanaan intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya sudah 

“Sangat Baik”. Hal tersebut dapat dilihat dari semua upaya yang terdapat dalam 

teori tersebut telah dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya dalam rangka 

mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan Kota Surabaya, dan justru terdapat 

upaya tambahan yang meliputi sosialisasi dan mobil keliling pembayaran PBB 



99 
 

 
 

Perkotaan yang mendukung terlaksananya kegiatan intensifikasi pemungutan PBB 

Perkotaan. 

Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota 

Surabaya jika dilihat dari kelima aspek penilaian yang telah dilakukan yaitu: hasil 

(yield), keadilan (equity), daya guna ekonomi (economic efficiency), kemampuan 

melaksanakan (ability to implement), kecocokan sebagai sumber penerimaan 

daerah (suitability as a local revenue source). Secara keseluruhan menunjukan 

bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh 

DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup Efektif”. Hal tersebut 

dibuktikan dengan beberapa analisis yang telah dilakukan terhadap kelima aspek 

tersebut, yaitu: 

1. Hasil (yield) 

Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan 

dilihat dari prosentase pendistribusian SPPT PBB Perkotaan yang dapat 

tersampaikan menunjukan jumlah yang tersampaikan dari tahun 2012-2013 

rata-rata mencapai 97%, jika dilihat prosentase pencapaian tersebut 

pendistribusian SPPT PBB Perkotaan termasuk ke dalam kriteria “Efektif”. 

Selain itu realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 

menunjukan peningkatan setiap tahunnya, secara keseluruhan realisasinya 

rata-rata mencapai 76,49% dan termasuk dalam kategori “Cukup Efektif”. 

2. Keadilan (equity) 

Besarnya tarif PBB Perkotaan yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya menunjukan sebuah keadilan dalam pemungutan PBB 
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Perkotaan. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini 

masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh Wajib Pajak. Sebuah kebijakan 

tentang besarnya tarif PBB Perkotaan yang lebih tepat saat ini sedang 

direncanakan. Sejauh ini besarnya tarif PBB Perkotaan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya tergolong dalam kategori “Cukup Efektif”. 

3. Daya guna ekonomi (economic efficiency) 

Perkembangan PDRB sektor konstruksi dan industri pengolahan 

setiap tahunnya, menunjukan bahwa dengan adanya intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya tidak mengganggu 

peningkatan keadaan perekonomian di Kota Surabaya. Jika dilihat dari 

peningkatan daya guna ekonomi setiap tahunnya menunjukan bahwa 

perkembangan daya guna ekonomi “Sangat Efektif”. 

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement) 

Kemampuan melaksanakan dapat dilihat dari keterampilan pegawai 

dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi pemungutan PBB Perkotaan 

selama pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak sudah cukup baik, dan 

kemampuan yang dimiliki serta tingkat pendidikan formal pegawai telah 

menempuh minimal SMA/SMK. Jumlahnya mencapai 98% pegawai 

minimal SMA/SMK, hal itu menunjukan bahwa kemampuan yang dimiliki 

pegawai DPPK Kota Surabaya khususnya Seksi PPJ, Parkir, PBB 

Perkotaan, dan BPHTB dan 8 UPTD-nya dalam melakukan kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan tergolong dalam kriteria 

“Efektif”. 
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5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local 

revenue source) 

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang 

dilakukan pegawai DPPK merupakan kegiatan menunjang meningkatnya 

penerimaan dari sektor PBB Perkotaan yang menunjang peningkatan PAD. 

Kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan juga tidak menjadikan 

beban bagi pegawai/karyawan dalam pelaksanaannya. Sehingga kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dikatakan 

“Sangat Cocok” dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB 

Perkotaan di Kota Surabaya. 

Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya diketahui dari 

jumlah realisasi penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya. Jika dilihat dari tahun 

2011-2013 kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya prosentasenya 

menunjukan penurunan. Penurunan tersebut terjadi meskipun realisasi penerimaan 

PBB Perkotaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

peningkatan realisasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pencapaian PAD 

Kota Surabaya setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan prosentase kontribusi PBB 

Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya menjadi menurun. Jika dilihat keseluruhan 

kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada pada rasio 

20,10 – 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan PBB Perkotaan 

terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria “Sedang”.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah 

melaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan untuk 

mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Beberapa 

kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan 

oleh DPPK Kota Surabaya diantaranya adalah pemeliharaan dan perbaikan 

basis data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan 

pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi 

dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling. Semua kegiatan 

tersebut dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya setiap tahunnya untuk 

mengoptimalkan penerimaan realisasi PBB Perkotaan dari target yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

2. Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang 

telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya apabila dilihat dari lima aspek 

penilaian yang meliputi hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan 

melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah 

termasuk. Secara teori, kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk 

menilai efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Secara 

keseluruhan, ssuai dengan analisis data yang dilakukan menggunakan ke 

lima aspek penilaian yang telah dijelaskan dalam pembahasan menunjukan 

bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang 
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dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup 

Efektif”. 

3. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-

2013 prosentasenya menunjukan penurunan. Penurunan prosentase 

kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya terjadi bukan 

karena realisasi penerimaan PBB Perkotaan yang diperoleh menurun. 

Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 menunjukan 

peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut juga diiringi oleh 

peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya, sehingga jika dilihat dari 

besarnya prosentase kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota 

Surabaya menunjukan penurunan dari tahun 2011-2013. Secara keseluruhan 

kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada pada 

rasio 20,10 – 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan 

PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam 

kriteria “Sedang’.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, pelaksanaan intensifikasi 

pemungutan PBB Perkotaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD dari 

sektor PBB Perkotaan, adapun beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu: 

1. Setiap tahunnya realisasi penerimaan PBB Perkotaan belum bisa mencapai 

100%, sehingga DPPK Kota Surabaya perlu meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan dengan 
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mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Peningkatan efektivitas  

intensifikasi pemungutan perlu dilakukan karena masih banyak potensi PBB 

Perkotaan yang belum bisa  dimaksimalkan dengan baik, seperti SPPT yang 

sampai saat ini belum bisa tersampaikan 100% kepada Wajib Pajak dari 

keseluruhan jumlah SPPT yang dicetak. Diperlukan pelaksanaan 

administrasi yang lebih baik  dan efisien agar  data  Wajib Pajak PBB 

Perkotaan  yang dimiliki sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebenarnya, 

serta update data dengan cepat dan tepat setiap adanya perubahan data objek 

maupun subjek pajak. Sehingga dengan demikian penetapan target 

penerimaan PBB Perkotaan dapat tersusun dengan baik, dan realisasi 

penerimaan setiap tahunnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 

2. Pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan kapasitasnya agar informasi 

dapat tersampaikan dengan baik, serta pelaksanaan mobil keliling 

pembayaran PBB perlu untuk ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya 

dengan menetapkan jadwal yang permanen untuk pelaksanaan mobil 

keliling pembayaran PBB Perkotaan, sehingga memudahkan Wajib Pajak 

dalam membayar dan mengetahui lokasi mobil pembayaran PBB Perkotaan 

berada. 

3. Pemerintah Kota Surabaya perlu membuat dan mengesahkan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya untuk mengatur secara khusus tentang intensifikasi 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dengan demikian DPPK 

Kota Surabaya memiliki pedoman pelaksanaan yang baik dan dasar yang 

kuat untuk melaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan 
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LAMPIRAN 3 

 

DAFTAR UPTD 

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

UPTD KECAMATAN ALAMAT NO. TELP/FAX 

SURABAYA 1 BUBUTAN 

PABEAN CANTIKAN 

KREMBANGAN 

SEMAMPIR 

JL. JAKARTA BARAT 

NO. 2A 

TLP. 031 3298091 

FAX. 031 5423290 

SURABAYA 2 TEGALSARI 

SIMOKERTO 

GENTENG 

JL. TAMBAK REJO V/3 TLP. 031 3771012 

FAX. 031 3770936 

SURABAYA 3 GUBENG 

TAMBAKSARI 

BULAK 

KENJERAN 

JL. SUKODAMI NO.1 TLP. 031 5941436 

FAX. 031 5990225 

SURABAYA 4 ASEM ROWO 

SUKOMANUNGGAL 

SAWAHAN 

DUKUH PAKIS 

JL DUKUH KUPANG 

BARAT 1/25 

TLP. 031 5688116 

SURABAYA 5 PAKAL 

BENOWO 

TANDES 

SAMBIKEREP 

JL. DARMO INDAH 

BARAT V/1 

TLP. 031 7329474 

 

SURABAYA 6 KARANGPILANG 

WIYUNG 

LAKARSANTRI 

JAMBANGAN 

JL. RAYA WIYUNG NO. 

89 

TLP. 031 7665094 

 

SURABAYA 7 GAYUNGAN 

WONOKROMO 

WONOCOLO 

TENGGILIS MEJOYO 

JL. JEMURSARI UTARA 

V/11 

TLP. 031 8419985 

 

SURABAYA 8 GUNUNG ANYAR 

RUNGKUT 

MULYOREJO 

SUKOLILO 

JL. RUNGKUT ASRI 

TIMUR XVIII/2 RK 5L 

NO. 9 

TLP. 031 8791777 
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LAMPIRAN 6 

PEMBERITAHUAN JADWAL PELAKSANAAN 

MOBIL KELILING PEMBAYARAN PBB 

 

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH WARGA KOTA SURABAYA BAHWA DINAS PENDAPATAN DAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA MENGADAKAN KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN DENGAN MOBIL KELILING KHUSUS HARI SABTU DAN MINGGU DI BULAN DESEMBER 

2013, PUKUL 09.00 S/D 14.00 WIB DENGAN JADWAL SEBAGAI BERIKUT: 

NO TANGGAL TEMPAT UPTD 

SBY 

1 2 3 4 

1 7 Desember 2013 
Sabtu 

Kantor Kel. Wonokusumo 1 

Balai RW 7 Pandegiling 2 

Pantai Ria Kenjeran 3 

Kec. Sawahan 4 

Kolam renang Citra Land 5 

 6 

Kel. Jemur Wonosari 7 

Kec. Rungkut 8 

 

2 8 Desember 2013 

Minggu 

Kantor. Kel. Wonokusumo 1 

Kel. Wonorejo 2 

Pasar Karang Menjangan 3 

Kec. Sawahan 4 

Fresh Market Citra Land 5 

 6 

Kantor UPTD 7 

Komplek Ruko Galaxy Bumi Permai Blok H5-233A 8 

 

3 14 Desember 2013 
Sabtu 

Jembatan Merah Plasa 1 

Kel. Kedungdoro 2 

Pasar Pucang 3 

Kec. Sukomanunggal 4 

Kantor Kec. Tandes 5 

 6 

Kel. Wonokromo 7 

Kel. Klampis Ngasem 8 

 

4 15 Desember 2013 

Minggu 

Pusat Grosir Surabaya 1 

Kel. Embong Kaliasin 2 

Pasar Tambaksari 3 

Kec.Sukomanunggal 4 

Giant Supermarket Tandes 5 

 6 

Kel. Kandangsari 7 

BPL Pakuwon Jati Kel Kejawen Putih Tambak 8 

 

5 21 Desember 2013 

Sabtu 

Kantor Kel. Pegirikan 1 

Balai RW 4 Ketandang Lor 2 

Pantai Ria Kenjeran 3 

Kec. Dukuh Pakis 4 

Kantor  Sekretariat Villa Sememi 5 

 6 

Kec. Tenggilis Mejoyo 7 

Kec. Rungkut 8 

 

6 22 Desember 2013 

Minggu 

Kantor Kel. Dupak 1 

Kel. Ketabang 2 

HTM Kel. Tambaksari 3 

Kec. Dukuh Pakis 4 

Pondok Benowo Indah 5 
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 6 

Kel. Gayungan 7 

Kec. Mulyorejo 8 

 

7 28 Desember 2013 

Sabtu 

Kantor. Kel. Sidotopo 1 

Kel. Tambakrejo 2 

Taman Lansia Kelurahan Gubeng 3 

Kec. Asem Rowo 4 

Balai RW 1 Sememi Benowo 5 

 6 

Kec. Gayungan 7 

Kec. Manyar Sabrangan 8 

 

8 29 Desember 2013 

Minggu 

Kantor Kel. Moro Krembangan 1 

Kel. Sidodadi 2 

Pasar Dukuh Setro Kel. Dukuh Setro 3 

 4 

Kolam Renang Citra Land 5 

 6 

Kel. Ngagel Rejo 7 

Kec. Gunung Anyar 8 
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LAMPIRAN 13 

PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Wawancara : Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2, efektivitas  

     Intensifikasi pemungutan, dan kontribusi PBB-P2  

  terhadap PAD 

Responden  : Pegawai DPPK Kota Surabaya 

Waktu Wawancara : - 

1. Sejak kapan pengalihan pemungutan PBB-P2 Kota Surabaya resmi 

dilaksanakan serta apa dasar hukum pelaksanaan pemungutan PBB-P2 

menjadi kewenangan DPPK Kota Surabaya? 

2. Bagaimana proses pembayaran PBB-P2 di Kota Surabaya? 

3. Bagaimana mekanisme/prosedur pemungutan PBB-P2 yang dilakukan 

DPPK Kota Surabaya, dan dimana pembayaran PBB-P2 itu dilaksanakan? 

4. Apa dasar hukum pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 Kota 

Surabaya dan dasar penetapan Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2? 

5. Apa saja rencana kerja Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2? 

6. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 

yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya? 

7. Adakah upaya DPPK untuk memperluas/memelihara basis data/SISMIOP 

PBB-P2, bagaimana upaya tersebut? 

8. Adakah upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan PBB-

P2, bagaimana upaya tersebut? 

9. Adakah upaya DPPK untuk meningkatkan pengawasan/melakukan 

pemeriksaan secara berkala/dadakan terhadap objek-objek PBB-P2, 

bagaimana upaya tersebut? 

10. Adakah upaya yang dilakukan DPPK dalam meningkatkan efisiensi 

administrasi dan meminimalisir biaya pemungutan, bagaimana upaya 

tersebut? 

11. Apakah dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB-P2 dalam 

meningkatkan kapasitas penerimaan PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPK, 

apakah melibatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait? mengapa 

demikian? 

12. Upaya apa yang telah dilakukan DPPK Kota surabaya dalam meningkatkan 

kemampuan Tim Intensifikasi yang menunjang kegiatan pemungutan PBB-

P2, kursus/pelatihan apa saja yang telah diikuti/diprogramkan untuk 

meningkatkan kemampuan Tim Intensifikasi? 

13. Bagaimana potensi penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 dari kota 

Surabaya? 

14. Berapa jumlah SPPT yang diterbitkan, dan berapa yang kembali?, apa yang 

menjadi alasan kembalinya SPPT tersebut? 
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15. Bagaimana realisasi pencapaian target penerimaan PBB-P2 dari setiap 

UPTD, apakah ada yang realisasinya jauh/kurang dari target yang 

ditetapkan, mengapa demikian? 

16. Adakah biaya pungut yang dikeluarkan oleh DPPK dalam kegiatan 

intensifikasi pemungutan PBB-P2? 

17. Menurut anda besaran tarif yang telah ditetapkan, apakah terlalu 

tinggi/sudah dirasa sesuai dengan keadaan Wajib Pajak PBB-P2 Kota 

Surabaya? 

18. Bagaimana mekanisme penetapan NJOP yang dilakukan oleh DPPK Kota 

Surabaya? 

19. Bagaimana perkembangan industri, perdagangan, dan perusahaan di 

Surabaya?, apakah adanya pemungutan PBB-P2 ini berpengaruh terhadap 

perkembangannya? 

20. Berapa jumlah anggota Tim Intensifikasi DPPK Kota Surabaya, dan 

bagaimana tingkat pendidikan mereka? 

21. Menurut pendapat anda, sejauh mana kemampuan masing-masing anggota 

Tim Intensifikasi dalam melakukan rencana kegiatan yang telah ditetapkan? 

22. Menurut anda, PBB-P2 ini cocok atau tidak jika pemungutannya dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah, bukan lagi Pemerintah Pusat? 

23. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 terhadap PAD 

Kota Surabaya? 

24. Adanya kegiatan intensifikasi pemungutan PBB-P2, apakah kegiatan ini 

sudah dirasa cocok/belum dengan yang dikehendaki, atau hal ini justru 

menimbulkan beban Pemerintah Daerah? 

__________________________________________________________________ 

Fokus Wawancara : Tarif, Pelaksanaan sosialisasi, Mobil Keliling Pembayaran  

  PBB-P2 

Responden  : Wajib Pajak PBB-P2 Kota Surabaya 

Waktu Wawancara : - 

1. Apakah anda mengetahui besarnya tarif PBB-P2 Kota Surabaya saat ini, 

berapa? 

2. Sebagai Wajib Pajak, apakah tarif ketentuan tentang PBB-P2 yang 

dilaksanakan oleh DPPK membebani anda dalam menjalankan aktivitas 

anda? 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai besaran tarif PBB-P2 yang 

dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya, terlalu tinggi/sudah sesuai dengan 

apa yang anda harapkan, mengapa demikian? 

4. Bagaimana proses pembayaran PBB-P2 yang anda ketahui? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan 

DPPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

kewajiban membayar PBB-P2? 

6. Apa yang anda ketahui tentang Mobil Keliling pembayaran PBB-P2? 
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